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Latar belakang penelitian ini adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban 
masyarakat, diterapkan model baru yang dinamakan Perpolisian Masyarakat. Melalui 
Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005, di tiap kecamatan dan kelurahan 
dibentuk perpolisian masyarakat. Salah satu kelurahan yang melaksanakan Polmas yaitu 
Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, salah satunya dengan cara 
pembentukan Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM).  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa 
proses implementasi Polmas serta faktor pendorong dan  penghambat implementasi 
Perpolisian Masyarakat di Kelurahan Kratonan, Kota Surakarta.  
Penelitian ini menggunakan kerangka teori : implementasi model Van Metter dan 
Van Horn, teori Partisipasi, dan Kemitraan. Teori implementasi model Van Metter dan 
Van Horn digunakan untuk menjelaskan dan menganalisa proses dan faktor-faktor 
implementasi dalam Polmas. Teori partisipasi dan kemitraan digunakan untuk 
menjelaskan dan menganalisa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kemitraan 
untuk menunjang implementasi polmas.   
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kelurahan 
Kratonan Kota Surakarta. Satuan kajian dalam penelitian ini yaitu : dokumen kebijakan, 
pedoman program. Sumber data primer dilakukan dengan tehnik purposive sampling 
dengan informan yaitu Kapolsek Serengan, Bhabinkamtibmas, Lurah, Pengurus FKPM 
dan tokoh masyarakat. Tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, 
studi dokumentasi kebijakan dan pedoman program. Tehnik analisis data menggunakan 
tehnik analisis interaktif, menurut Miles dan Huberman yaitu : pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Kesimpulan menunjukkan : 1) Penerapan polmas terkait dengan pelaksanaan 
fungsi Bhabinkamtibmas, meliputi : kunjungan rutin, patroli bersama, dialog, kegiatan 
bersama, penyuluhan kamtibmas. 2) Terdapat faktor-faktor pendukung dalam penerapan 
Polmas khususnya partisipasi dalam kegiatan polmas. 3) Terdapat faktor-faktor 
penghambat dalam penerapan polmas seperti kurangnya pemahaman dari implementor 
dan kurangnya dukungan sumber daya. 
Rekomendasi dari penelitian ini : 1) Perlunya membangun keinginan dan 
komitmen di instansi Kepolisian, Pemerintah Kota Surakarta dan kelembagaan 
masyarakat terkait penerapan Polmas dalam bentuk  sharing sumber daya seperti 
dukungan anggaran. 2) Meningkatkan sosialisasi dan dialog antara Kepolisian, 
Pemerintah Daerah (Kelurahan), FKPM dan kelembagaan masyarakat serta warga 
masyarakat tentang program Polmas dan persoalan kamtibmas. 3) Melaksanakan 
kegiatan-kegiatan bersama dalam rangka membangun kondisi keamanan, ketertiban 
masyarakat 
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The background of this research is to create security and public order, 
implemented a new model as a social program that called POLMAS (Perpolisian 
Masyarakat). By Letter of Commission, chief of Indonesian Police (Kapolri) with 
number: Pol:Skep/737/X/2005, each subdistrict and ward (Administrative unit) had 
formed The Police Society or POLMAS. One of the ward that has been done POLMAS 
is ward of Kratonan subdistrict of Serengan, Surakarta by forming of Forum Komunikasi 
Perpolisian Masyarakat (FKPM). It will be effectively or not depends on participation of 
public to build partnership to this program and activities that held by POLMAS. 
This research has aim to understand, describing, and analyzing process of 
stimulant or handicap factors that effects on implementation POLMAS in Kratonan ward, 
Surakarta. 
By using frame theory : Implementation Model Van Metter and Van Horn, theory 
of Participation, and Partnership. Theory of Implementation Van Metter and Van Horn 
model are used to explain and to analyze process and factors of implementation in 
POLMAS. Theory of participation and partnership are used to describe and analyzing 
forms of the participation of society in the partnership to support implementation of 
POLMAS. 
Besides some theory above this research using Qualitative Method with research 
area in ward Kratonan, Surakarta district. One study in this research as follows : 
document of discretion, direction of program. Prime data source runs with technique of 
purpose sampling obtain information from head of police sector of Serengan, 
Babinkamtibmas, head of ward, FKPM officers, and public figures. Technique of data 
gathering use observation, interview, study of discretion document and program 
direction. Data analyze technique make application of Interactive analyze technique, 
according to Miles and Huberman that are: data gathering, data reduction, data 
presentation, and taking a conclusion.  
The conclusion shows : 1). Implementation of POLMAS is related to application 
of Babinkamtibmas, covered : routine visiting, patroling all together, dialog, activities 
together, especially in participation in POLMAS’s activities.  
2).To have supporting factors to make application POLMAS particularly participation in 
POLMAS. 3). It is found inhibiting factors to implement POLMAS such as lack of 
understanding by practitioner and shortage of resources.  
Recommendation from this research are : 1). To take the requisite to build a 
willing and commitment in Police Institution, Government of City (Pemkot) and Public 
Institution that are related to implementation POLMAS to share of resource, for instance : 
Sustain of Budget. 2). Improving socialization and dialog between police, regional 
administrative (Kelurahan), FKPM and pubic institution and members of society about 
POLMAS program, security and society order problem (KAMTIBMAS) 3). To carry out 









A. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Pasal (2) menyebutkan bahwa: Fungsi kepolisian adalah salah 
satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat. Sementara pada Pasal (4) mengatakan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 
terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta 
terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.  
Berdasarkan undang-undang tersebut maka jelaslah bahwa keamanan rakyat sepenuhnya 
merupakan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian 
fungsi dan peran polisi sangatlah penting dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dalam kehidupan masyarakat madani yang bercirikan demokrasi dan supremasi 
hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dituntut untuk mampu 
memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia kepada 
masyarakat serta dapat menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan, menjunjung 
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tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian dan manfaat sebagai wujud pertanggung-
jawaban terhadap publik (akuntabilitas publik). 
Proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat 
sipil yang demokratis membawa berbagai perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Demikian pula dengan yang terjadi dalam kehidupan 
kepolisian.  Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi 
Kepolisian sipil, dituntut untuk  dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan 
kehidupan masyarakat dengan cara merubah pendekatan yang reaktif dan konvensional 
(kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan 
mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Hal ini 
berarti bahwa harus ada perubahan paradigma polri dalam berhubungan dengan 
masyarakat.  
Untuk dapat mewujudkan hubungan polisi dengan masyarakat yang ideal 
bukanlah merupakan hal yang mudah. Ada yang berproses sangat cepat dan ada juga 
yang lambat. Namun yang lebih penting adalah bagaimana polisi bersama-sama dengan 
segenap komponen masyarakat  mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan, 
dengan memperoleh dukungan dari masyarakat secara maksimal. Untuk itu upaya 
mencegah kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian bersama dengan warga masyarakat 
harus dapat menimbulkan efek pencegahan terhadap muncul dan berkembangnya 
kejahatan selanjutnya. Dengan demikian  upaya yang dilakukan harus sistematik baik 
yang bersifat preventif maupun represif. Hal itu perlu dipikirkan sebab secara konseptual 
masyarakat menuntut lebih besar terhadap peran polisi (Muladi, 2002: 274). 
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Berkaitan dengan  kebijakan pemerintah dalam rangka pelibatan masyarakat 
dalam pelaksanaan fungsi  keamanan, di Indonesia pernah diperkenalkan berbagai model, 
diantaranya adalah  model keamanan rakyat (Kamra) yang direkrut dari kalangan 
masyarakat. Kebijakan Kamra merupakan kebijakan Departemen Pertahanan yang 
dilatarbelakangi oleh   beberapa  kebutuhan-kebutuhan, diantaranya adalah  pemecahan 
masalah sosial yang dihadapi akibat besarnya angka atau jumlah pengangguran. Saat itu 
disadari bahwa ratio jumlah polisi yang dihadapkan kepada jumlah masyarakat tidak 
seimbang dengan jumlah persoalan yang dihadapi, sehingga dibutuhkan tenaga tambahan 
dalam menangani keamanan rakyat. Namun keterlibatan Kamra untuk membantu 
kegiatan Polisi ternyata keberadaannya saat ini kurang berjalan seperti yang diharapkan, 
bahkan di beberapa daerah  anggota Kamra melakukan beberapa aksi untuk menuntut 
keterlibatannya dalam berbagai kegiatan keamanan seperti Pemilu tahun 2009.  
Permasalahan anggota Kamra tersebut hingga kini masih belum terselesaikan. Ini terbukti 
di berbagai daerah mantan Kamra mempunyai tuntutan untuk dipekerjakan kembali dan 
diangkat menjadi pegawai negeri. 
Disamping kebijakan kamra tersebut, Polri juga  telah menerapkan fungsi 
pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui antara lain : peran 
Binmas (Pembina Masyarakat), kemudian Binmas dengan Kamtibmas swakarsa, 
selanjutnya membentuk Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban 
Masyarakat) yang diharapkan sebagai ujung tombak polisi dalam membina masyarakat 
untuk melaksanakan program-progam Kamtibmas yang telah digariskan oleh Polri 
maupun pemerintah. Namun cara-cara tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi dalam 
masyarakat di era demokratisasi saat ini. 
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Sesuai dengan paradigma kepolisian sipil dalam masyarakat madani seperti 
sekarang ini,   maka gaya perpolisian yang diterapkan pun harus berubah menuju polisi 
yang demokratis, mau mendengar dan menerima apa yang menjadi kehendak masyarakat. 
Dalam menghadapi persoalan yang ada  warga masyarakat sendiri yang menentukan dan 
mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah sosial dan keamanan 
dilingkungannya. Polisi lebih berfungsi  sebagai fasilitator, nara sumber dan pengendali 
terhadap penyimpangan hukum dalam pelaksanaannya.  
Model penyelenggaraan fungsi kepolisian tersebut dikenal dengan berbagai nama 
seperti Community Oriented Policing, Community Based Policing dan Naighbourhood 
Policing yang pada  akhirnya popular dengan sebutan Community Policing.  Community 
Policing  pada hakekatnya  merupakan konsep atau sebuah ketentuan tentang kegiatan 
pemolisian terhadap komuniti yang telah diuji kebenarannya secara ilmiah, dan 
diterapkan kepada komuniti-komuniti dalam masyarakat di beberapa negara seperti USA, 
Inggris, Kanada, Jepang dan Singapura, serta negara-negara lainnya. Untuk memahami 
penerapan community Policing di Indonesia maka Kepolisian Negara Republik Indonesia 
mengeluarkan   Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 
2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam 
penyelenggaraan Tugas Polri (Enangs, 2008: 3). Dengan demikian untuk konteks  
Indonesia model Community Policing tersebut diadopsi dan disesuaikan dengan 
karakterisitik dan kebutuhan masyarakat Indonesia dan dikenal dengan konsep Polmas 
(Perpolisian masyarakat). 
Polmas secara harfiah berarti segala hal ikhwal tentang penyelenggaraan fungsi 
kepolisian. Dalam hal ini yang dimaksud perpolisian tidak hanya menyangkut taktik atau 
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teknik fungsi kepolisian yang menjadi tanggungjawab petugas kepolisian tetapi juga 
menyangkut posisi dan peran masyarakat dalam perpolisian itu sendiri, tanpa melanggar 
ketentuan yang berlaku. Karena Polmas menyangkut dua subyek penentu, yaitu polisi dan 
masyarakat, maka sinergisitas dua subyek itu harus diatur agar dalam pelaksanaannya di 
lapangan saling menunjang, saling melengkapi, dan saling memperkuat. Nilai-nilai itu 
harus dipegang dan melandasi dalam setiap aktivitas Polmas. Untuk itu pada setiap polisi 
harus memahami dengan benar tentang konsep Polmas tersebut. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa  penyimpangan-penyimpangan dalam operasional polmas yang 
banyak terjadi, dan salah satu sebabnya diindikasikan karena adanya kekeliruan dalam 
memahami hakekat polmas (Enangs, 2008: 5). 
Sebagai model yang baru, program Community Policing terbukti berhasil 
dilaksanakan secara baik oleh beberapa negara, maka dalam tubuh Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dengan dukungan Presiden RI melalui Komisi Kepolisiani Nasional 
(Kompolnas) diterapkan konsep Polmas sebagai salah satu strategi dalam menanggulangi 
gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu Kompolnas membentuk 
program Perpolisian Masyarakat (Polmas).  
Beberapa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) 
terkait polmas sebagai berikut : 
1. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang 
Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam 
Penyelenggaraan Tugas Polri. 
2. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/431/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang 
Pedoman Pembinaan Personel Pengemban Fungsi Perpolisian Masyarakat (Polmas). 
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3. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/432/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang 
Panduan Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Operasional Polri Dengan Pendekatan 
Perpolisian Masyarakat (Polmas) 
Sebelum polmas terbentuk maka tugas polri sangatlah  konvensional yaitu 
pemegang otoritas utama yang cenderung otoriter,   mengabaikan masukan atau tuntutan  
masyarakat. Polisi dikenal sebagai sosok formal dan eksekutif.  Akibatnya di masa 
demokrasi seperti ini legitimasi polri dan dukungan publik menurun. Masyarakat 
cenderung semakin jenuh dengan sikap polri yang sangat  militeristik, tidak proporsional 
dan profesional, bersifat otoriter, kaku, keras,serta  kurang peka terhadap kebutuhan 
masyarakat. Namun sejalan dengan berkembangnya waktu maka polri juga melakukan 
perubahan, yaitu dengan  membentuk suatu strategi dan falsafah yang menggeser 
paradigma konvensional menjadi model perpolisian baru dalam masyarakat madani. 
Konsep Polmas merupakan konsep yang diambil dan diangkat dari nilai – nilai sosio 
kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu program  polmas diharapkan dapat 
diperoleh  model perpolisian yang dekat dengan masyarakat, disenangi masyarakat dan 
mampu menyelesaikan masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat wilayahnya 
tersebut. 
Dengan program  Perpolisian masyarakat ini,  diharapkan bukan saja masyarakat  
hanya bertindak bila timbul kejahatan atau pelanggaran hukum, namun polisi juga harus 
mampu   bertindak lebih awal lagi dalam menangani akar-akar kejahatan dan pelanggaran 
hukum. Ini berarti bahwa aktivitas  polisi harus menyentuh tataran-tataran Pre-emtif, 
Preventif sampai pada tataran Refresif. Polri saat ini harus menjadi sebuah lembaga 
negara yang benar-benar menjadi representasi masyarakat dan memiliki pola tindakan 
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dan fungsi sebagai control sosial, paradigma kemitraan, partisipatif, professional, 
kesadaran (tidak dengan mengedepankan cara pemaksaan) dan komunitas (tidak 
individualis). Hal itu hanya dapat dilakukan jika  Polri  serius mengimplementasikan 
strategi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/737/X/2005 
tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Polmas. Model perpolisian masyarakat yang 
telah diadopsi oleh Polri pada tanggal 13 Oktober 2005 tersebut, diyakini sebagai strategi 
baru perpolisian di Indonesia. 
Polmas lahir disebabkan kesadaran para pimpinan kepolisian bahwa cara-cara 
pemolisian yang dilaksanakan selama ini tidak lagi efektif dalam menanggulangi 
kriminalitas dan kondisi kamtibmas yang dihadapi masyarakat dewasa ini (latar belakang 
lahirnya SKEP Kapolri). Program Perpolisian masyarakat (polmas) memiliki keunggulan 
dalam hal pemecahan masalah keamanan dan ketertiban yang dilakukan bersama-sama 
dengan masyarakat melalui forum kemitraan (musyawarah), serta tidak menjadikan 
masyarakat sekedar informan, tetapi bersama polisi menjadi pemeran utama, pengambil 
setiap keputusan terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan ketertiban dan 
keamanan masyarakat. Wujud fisik dari implementasi kebijakan Polmas ini adalah 
dibentuknya  sebuah forum yang beranggotakan segenap komponen masyarakat bersama 
dengan polisi yang dikenal dengan istilah FKPM (forum kemitraan perpolisian 
masyarakat).  
Untuk mengimplementasikan program Polmas tersebut, beberapa lembaga-lembaga 
donor bermaksud memberi dukungan dengan  menawarkan bantuan dana untuk proyek-
proyek pengembangan Community Policing. Sebagai contoh pada Polda NTB yang 
bekerjasama dengan Universitas Negeri Mataram merupakan satuan organisasi Polri yang 
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pertama kali pada tahun 2001 menangkap peluang tersebut dengan menyelenggarakan 
proyek yang disebut “Pengembangan Kepolisian Nasional Berorientasi Masyarakat 
Lokal“ atas dukungan biaya “Partnership”.  Setelah itu sejumlah Polda 
menyelenggarakan proyek serupa, misalnya Polda Kalimantan Barat, Polda Jawa Timur 
dan Polda Jawa Barat dengan mengimplementasikan Community Policing dan 
membangun forum kemitraan Polisi masyarakat pada tingkat Polsek atas dukungan biaya 
dari International Organization For Migration (IOM). POLDA Metro Jaya/Polres Bekasi 
mengembangkan program Community Policing dengan mengadopsi pola “Koban” dari 
Jepang. Polda DIY mengembangkan program Community Policing dengan dukungan 
biaya The Asia Fondation.  
Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bhabinkamtibmas 
berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan Siskamswakarsa/Siskamling. Selain 
membawa berbagai manfaat, pola penyelenggaraan tugas Polri yang bersifat “Pre-emtif” 
dengan pendekatan “Bimmas/ Babinkamtibmas” yang mencerminkan hubungan 
struktural “Kekuasaan” dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan 
masyarakat madani. 
Mengingat program ini merupakan sesuatu yang baru dalam jajaran kepolisian 
(perubahan paradigma konvensional dalam tubuh Polri), maka sangat dimungkinkan jika 
pelaksanaannya masih belum bisa berjalan optimal dan belum efektif. Berbagai kendala 
sangat dimungkinkan muncul dalam mengimplementasikan program tersebut. Termasuk 
dalam hal ini adalah apa yang dilakukan oleh Kepolisian di Surakarta. Dalam rangka 
melaksanakan  Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 di Kota Surakarta, di 
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tiap Kecamatan dibentuk perpolisian masyarakat. Termasuk di Kecamatan Serengan yang 
telah membentuk Perpolisian Masyarakat (Polmas).  
Efektivitas pelaksanaan perpolisian masyarakat juga dipengaruhi partisipasi 
masyarakat untuk membangun kemitraan dalam program dan kegiatan-kegiatan polmas.  
Perlu dilakukan penelitian terkait proses implementasi Polmas, partisipasi 
masyarakat dalam implementasi Polmas, faktor-faktor yang mendukung implementasi 
Polmas dan faktor-faktor yang menghambat dan kendala dalam implementasi Polmas.  
Penelitian ini akan mengkaji implementasi program Perpolisian Masyarakat di Kelurahan 
Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. 
B. Rumusan  Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah :  
1. Bagaimana implementasi Perpolisian Masyarakat di Kelurahan Kratonan, 
Kecamatan Serengan, Kota Surakarta ? 
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi 
Perpolisian Masyarakat di Kelurahan Kratonan ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dilakukan penelitian ini adalah:  
1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisasi proses implementasi 




2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung 
dan penghambat implementasi Perpolisian Masyarakat di Kelurahan Kratonan, 
Kecamatan Serengan Kota Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi 
Kepolisian Sektor Serengan, Kepolisian Kota Besar Surakarta, dalam rangka 
pemberdayaan Polmas di wilayah Kepolisian Sektor Serengan, Kepolisian Kota 
Besar Surakarta. 
 
2. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 








A. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada wilayah Kepolisian  Sektor Serengan, Kepolisian 
Kota Besar Surakarta, khususnya di  Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan Kota 
Surakarta. Waktu penelitian dilakukan pada bulan September 2009 sampai Januari 
Faktor-Faktor  Berpengaruh 
terhadap Implementasi : 
1. Kejelasan Tujuan, Sasaran, 
Standar, dan Kegiatan 
2. Dukungan Sumberday  
(Pendanaan, kemampuan 
SDM, Sar na dan Prasarana). 
3. Komunikasi antar 
organisasi dan kegiatan 
4. Karakteristik dari 
Lembaga/  Badan 
pelaksana 
5. Sikap Pelaksana 
(Komitmen) 




Proses Implementasi Polmas  
 
Tercapainya tujuan 











2010.  Pemilihan lokasi di Kelurahan Kratonan tersebut  karena Kalurahan ini 
merupakan kalurahan yang paling awal mengimplementasikan program ini dengan 
pembentukan FKPM, dibandingkan Kalurahan yang lain, di wilayah Kepolisian 
sektor Serengan.  
 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini berkeinginan untuk mendeskripsikan proses implementasi 
program  Perpolisian Masyarakat di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota 
Surakarta  dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong implementasi 
Perpolisian Masyarakat. Untuk itu, maka pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  
 
C. Sumber Data 
Pemahaman mengenai berbagai macam sumber data merupakan bagian yang 
penting. Data tidak akan bisa diperoleh tanpa adanya sumber data. Adapun jenis 
sumber data adalah sebagai berikut: 
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1. Narasumber (informan) 
Jenis sumber data yang pertama adalah  berupa manusia. Ini biasa   
dikenal sebagai narasumber atau informan. Istilah tersebut sangat akrab 
digunakan dalam penelitian kualitatif. 
Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa  manusia 
(narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki 
informasi. Peneliti dan narasumber disini memiliki posisi yang sama dan nara 
sumber bukan memberikan sekedar tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi 
ia lebih bisa memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki 
(Sutopo 2002: 50). 
Beberapa informan dalam penelitian ini yaitu : 
a. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Serengan : Bapak AKP Edi Wibowo. 
b. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 
(Bhabinkamtibmas) yang bertugas di Kelurahan Kratonan : Bapak Sunyono. 
c. Lurah Kratonan : Bapak Indradi. 
d. Pengurus LPMK Kratonan : Bapak Budi. 
e. Ketua FKPM Kelurahan Kratonan : Bapak Sam’an. 
f. Tokoh masyarakat Kalurahan Kratonan : Bapak Suparno Cipto Suharjo 
(Pengurus RT 01 RW 06) dan Bapak Sri Sutopo (Pengurus RT 02 RW 01). 
 
2. Peristiwa atau aktivitas 
 
Data atau informasi juga dapat dikumpulkan dari peristiwa, aktivitas, atau 
perilaku sebagai sumber data yang berkaitan dengan sasaran penelitiannya. Dari 
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pengamatan pada peristiwa atau aktivitas, peneliti bisa mengetahui proses 
bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara 
langsung. Peristiwa sebagai sumber data memang sangat beragam, dari berbagai 
peristiwa, baik yang terjadi secara sengaja ataupun tidak, aktivitas rutin yang 
berulang atau yang hanya satu kali terjadi, aktivitas yang formal maupun yang 
tidak formal, dan juga yang tertutup ataupun yang terbuka untuk bisa diamati oleh 
siapa saja. 
Berbagai permasalahan memang memerlukan pemahaman lewat kajian 
terhadap perilaku atau sikap dari para pelaku dalam aktifitas yang dilakukan atau 
yang terjadi sebenarnya. Bukan hanya lewat kajian terhadap perilaku atau sikap 
dari para pelaku dalam aktivitas yang dilakukan atau yang terjadi sebenarnya. 
Bukan hanya lewat informan yang diberikan oleh seseorang atau dari catatan-
catatan yang ada mengenai aktivitas tertentu. Namun perlu dipahami bahwa tidak 
semua peristiwa bisa diamati secara langsung, kecuali ia merupakan aktivitas 
yang masih berlangsung pada saat penelitian dilakukan. Banyak peristiwa yang 
hanya terjadi satu kali, atau hanya berjalan dalam jangka waktu tertentu dan tidak 
terulang kembali. Dalam hal semacam ini, kajian lewat peristiwanya secara 
langsung tidak bisa dilakukan, kecuali lewat cerita narasumber, atau dokumen 
rekaman dan gambar bila ada (Sutopo 2002: 50). 
3. Dokumen dan Arsip 
Dokumen dan arsip merupakan data tertulis yang berhubungan dengan 
suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia merupakan rekaman tertulis (tetapi juga 
berupa gambar atau benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu aktivitas atau 
peristiwa tertentu). Bila ia merupakan catatan lapangan yang bersifat formal dan 
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terencana dalam organisasi, ia cenderung disebut pasif. Namun keduanya bisa 
dikatakan sebagai suatu rekaman atau sesuatu yang berkaitan dengan suatu 
peristiwa tertentu, dan dapat secara baik dimanfaatkan sebagai sumber data dalam 
penelitian (Sutopo 2002: 50). 
Dokumen yang dijadikan sumber data: Perundang-undangan, Surat 
Keputusan, dan Pedoman yang mengatur tentang Perpolisian Masyarakat; Data 
kegiatan FKPM; Data pengurus FKPM; dan data/dokumen lain yang diperlukan 
yang ada di lokasi penelitian. 
 
D. Teknik Penentuan Sampel 
Dalam penelitian ini, penentuan sampel atau informan dilakukan dengan 
teknik purposive sampling (pengambilan sampel bertujuan). Dalam teknik ini, 
informan ditentukan oleh peneliti dengan melihat tujuan penelitian yang dilakukan. 
Karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses implementasi program 
Polmas maka tentu saja pihak yang dijadikan informan adalah pihak-pihak yang 
mengetahui dan terlibat dengan pelaksanaan program Polmas itu sendiri. Diantaranya 
adalah, Kapolsek Serengan, Bhabinkamtibmas yang bertugas di Kalurahan Kratonan, 
Lurah dan perangkat kelurahan Kratonan, Ketua LPMK, Ketua FKPM Kratonan serta 
beberapa tokoh masyarakat Kratonan. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Menurut HB. Sutopo (2002:58), strategi pengumpulan data dalam penelitian 
kualitatif secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 2 cara, yaitu metode atau 
teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan non interaktif. Metode interaktif 
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meliputi wawancara mendalam, observasi berperan dalam beberapa tingkatan, dan 
focus group discussion,  sedangkan  yang non interaktif meliputi kuesioner, mencatat 
dokumen atau arsip (content analysis) dan juga observasi tak berperan. Secara singkat 
metode interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Wawancara  
Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan konstruksi 
saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktivitas, 
organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk 
keterlibatan, dan sebagainya, untuk merekonstruksi beragam hal seperti itu 
sebagai bagian dari pengalaman masa lampau, dan memproyeksikan hal-hal itu 
dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Di dalam 
melakukan wawancara ada tahapan-tahapan yang biasanya dipakai yaitu: 
a. Penentuan siapa yang akan diwawancarai,  yaitu tokoh masyarakat, warga 
masyarat, dan petugas Polmas 
b. Persiapan wawancara, 
c. Langkah awal,  
d. Pengusahaan agar wawancara bersifat produktif,  
e. Penghentian wawancara dan mendapatkan simpulan. 
2. Observasi 
Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang 
berupa peristiwa atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar.  Observasi dapat 
dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.  Pada observasi langsung 








  Dalam penelitian ini, dilakukan observasi berperan serta, yaitu dengan 
cara mendatangi peristiwanya. Observasi yang dilakukan oleh peneliti 
berpedoman pada kisi-kisi observasi. 
3. Mengkaji Dokumen dan Arsip (content Analysis) 
Dokumen dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi 
penting dalam penelitian kualitatif. Terutama bila sasaran kajian mengarah pada 
latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat 
berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti. Teknik 
pengumpulan data yang berupa dokumen dan arsip dilakukan dengan melakukan 
pencatatan.  Pencatatan yang dilakukan bukan  sekedar mencatat isi penting yang 
tersurat dalam dokumen atau arsip, tetapi juga tentang maknanya yang tersirat. 
 
F. Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak awal 
kegiatan penelitian sampai akhir kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini data yang 
diperoleh dianalisis dengan menggunakan alur kegiatan seperti yang dikemukakan 
oleh Miles dan Huberman (1994: 12) yakni, data reduction, data display and 
conclusion drawing verification, seperti terlihat dalam gambar berikut: 
Gambar 4. Komponen Analisis Data Model Interaktif 
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 (Sumber Miles and Huberman, 1994: 12) 
Data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi 
demikian banyak dan kompleks serta masih bercampur-campur, maka dibuatlah 
reduksi terhadap data tersebut. Dalam proses reduksi ini, dilakukan seleksi untuk 
memilih data yang relevan dan bermakna, yang mengarah pada pemecahan masalah, 
penemuan, pemaknaan untuk menjawab pertanyaan. Begitu juga perlakukan peneliti 
terhadap transkrip itu penulis ambil sebagai data penelitian, cukup peneliti seleksi 
data-data yang relevan dengan tema penelitian yang kemudian peneliti masukkan 
dalam laporan penelitian. 
Setelah direduksi, ditentukan komponen yang terfokus untuk diamati dari isi 
wawancara, yaitu mengenai implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Hasil 
wawancara dan pengamatan tahap dua ini dibentangkan/ display. Selanjutnya data 
tersebut direduksi lagi, sehingga akhirnya pengamatan maupun wawancara 
ditunjukan pada proses sosialisasi. Langkah selanjutnya adalah menyederhanaan, 
menyusun secara sistematis hal-hal yang pokok dan penting dan membuat abstraksi 
untuk memberi gambaran yang tajam serta bermakna. 
Proses pemilihan data mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, 
pemaknaan, serta diformulasikan secara sederhana, disusun secara sistematis dengan 
menonjolkan hal-hal yang lebih substantif. Diharapkan dengan cara ini akan memberi 
abstraksi yang tajam tentang kebermaknaan hasil temuan di lapangan. 
G. Validitas Data 
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Menurut HB. Sutopo (2002: 77)  cara pengumpulan data dengan beragam 
tekniknya harus benar-benar sesuai dan tepat untuk menggali data yang benar-benar 
diperlukan bagi penelitiannya. Ketepatan data tersebut tidak hanya tergantung dari 
ketepatan memilih sumber data dan teknik pengumpulannya, tetapi juga diperlukan 
teknik pengembangan validitas datanya. Validitas ini sebagai hasil penelitian. Dalam 
penelitian kualitatif terdapat beberapa cara yang bisa dipilih untuk pengembangan 
validitas (kesahihan) data peneliti. 
1. Trianggulasi 
Menurut Patton (1984) dalam bukunya HB. Sutopo (2002: 78) menyatakan 
bahwa ada empat macam teknik trianggulasi, yaitu (1) trianggulasi data, (2) 
trianggulasi peneliti, (3) trianggulasi metodologis dan (4) trianggulasi teoritis. 
Trianggulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang 
bersifat multi perspektif. Artinya untuk menarik simpulan yang mantap 
diperlukan tidak hanya satu cara pandang. 
 
a. Trianggulasi data 
Menurut Patton (1984) dalam HB. Sutopo (2002: 79), trianggulasi data 
disebut juga trianggulasi sumber. Cara ini mengarahkan peneliti agar didalam 
mengumpulkan data peneliti wajib menggunakan beragam sumber data yang 
tersedia. Artinya data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap 
kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. 
b. Trianggulasi metode 
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Trianggulasi metode menekankan pada penggunaan metode 
pengumpulan data yang berbeda, dan bahkan lebih jelas untuk diusahakan 
mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji kemantapan 
informasinya. Penelitian dapat menggunakan metode pengumpulan data yang 
berupa kuesioner kemudian dilakukan wawancara mendalam pada informan 
yang sama dan hasilnya diuji dengan pengumpulan data sejenis dengan 
menggunakan teknik observasi pada saat orang tersebut melakukan 
kegiatannya atau perilakunya. 
c. Trianggulasi peneliti 
Trianggulasi peneliti adalah hasil penelitian baik data atau pun simpulan 
mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari 
beberapa peneliti. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam menggunakan 
trianggulasi peneliti, yaitu: 
1) Penelitian dilakukan oleh kelompok peneliti atau suatu tim 
2) Penelitian yang menggunakan strategi studi kasus ganda, kemungkinan 
besar setiap kasus dengan lokasi yang berbeda dilakukan pengumpulan 
datanya oleh peneliti yang lain. 
3) Dapat juga dilakukan dengan menyelenggarakan seminar mengenai hasil 
penelitian yang hampir selesai dilakukan. 
d. Trianggulasi teori 
Trianggulasi teori dilakukan peneliti dengan menggunakan perspektif 
lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Peristiwa 
yang terjadi dalam suatu masyarakat, tidak hanya dikaji dari teori sosial saja 
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tetapi juga digunakan pandangan dari teori yang lain misal ekonomi, politik 
dan lain sebagainya. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik trianggulasi data guna 
memperoleh validitas data yang dikumpulkan. Dalam hal ini data yang diperoleh 
selama penelitian akan dicrosskan dengan sumber yang berbeda sehingga bisa 
diperoleh data yang benar-benar sahih.  
2. Review Informan 
Merupakan usaha pengembangan validitas penelitian yang sering digunakan 
oleh peneliti kualitatif. Pada waktu peneliti sudah mendapatkan data yang cukup 
lengkap dan berusaha menyusun sajian datanya walaupun mungkin masih belum 
utuh dan menyeluruh, maka unit-unit laporan yang telah disusunnya perlu 
dikomunikasikan dengan informannya, khususnya yang dipandang sebagai 
informan pokok. Dalam pelaksanaannya sering diperlukan suatu diskusi antar 
kesamaan pemahaman dari peneliti dan informannya bisa dicapai. 
a. Penyusunan “data base” 
Merupakan bukti data yang telah dikumpulkan dalam segala bentuknya 
seperti: deskripsi, gambar, skema, rekaman wawancara, matriks, dan 
sebagainya, untuk mempermudah reviu serta usaha pelaporan penelitian 
bilamana diperlukan. Meski laporan penelitian telah selesai disusun, “data 
base” tetap tersimpan utuh selama kurun waktu tertentu. 
b. Penyusunan mata rantai semua bukti penelitian 
Mata rantai sesuai bukti penelitian perlu disusun dan dirumuskan secara 
tertib untuk meningkatkan reliabilitas informasi penelitian. Cara ini 
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didasarkan pada prinsip pemikiran yang sama seperti halnya proses 
pengadilan dalam bidang kriminologi. Tujuannya adalah agar pengamat atau 
pembaca dapat memahami asal dan penemuan setiap bukti data, dari awal 
pertanyaan penelitian sampai dengan pembuatan simpulan akhir. Pembaca 
juga dapat meneliti mundur untuk mengetahui asal mula mengenai simpulan 
yang telah disusun. Kejelasan kaitan bukti ini memudahkan untuk melakukan 
penelusuran kembali untuk memeriksa ada atau tidaknya bias dalam suatu 
penelitian yang telah selesai dilaporkan.  
 
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 
Kelurahan Kratonan berada di wilayah Kecamatan Serengan Kota Surakarta. 
Kelurahan Kratonan terletak di bagian selatan Kota Surakarta. Jumlah penduduk 
Kelurahan Kratonan sebanyak 6.187 jiwa yang terdiri atas  jumlah penduduk 
perempuan sebanyak 3.082 jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.105 jiwa dan 
terdapat 1.325 keluarga (KK). Data penduduk Kelurahan Kratonan menurut Umur 
dan Jenis Kelamin dalam tabel sebagai berikut:  
Tabel 1. 
Jumlah Penduduk Kelurahan Kratonan menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 
 
Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 
0 – 4 545 527 1.072 
5 – 9 457 464 921 
10 – 14 351 318 669 
15 – 19 308 32 628 
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20 – 24 356 311 667 
25 – 29 324 328 652 
30 – 39 274 348 622 
40 – 49 258 240 498 
50 – 59 206 220 426 
60 ke atas 26 6 32 
Jumlah 3.105 3.082 6.187 
Sumber : Monografi Kelurahan Kratonan tahun 2009 
Berdasarkan data penduduk Kelurahan Kratonan menurut kelompok umur dan 
jenis kelamin di atas, jumlah penduduk Kelurahan Kratonan dalam kategori 
kelompok usia produktif sekitar 53% dari total penduduk Kratonan. 
Karakteristik penduduk Kelurahan Kratonan menurut mata pencaharian, 
digambarkan dalam tabel 2 berikut.  
 
Tabel 2. 
Jumlah Penduduk Kelurahan Kratonan menurut Mata Pencaharian 
(Bagi Umur 10 tahun ke atas) 
  
   
 
Sumber : Monografi Kelurahan Kratonan Tahun  2009 
 
 
Berdasarkan data penduduk Kelurahan Kratonan menurut mata pencaharian, 
sebagian besar penduduk Kratonan atau sebanyak  28 % penduduk bekerja sebagai 
Jenis Mata Pencaharian Jumlah 
1. Petani sendiri 
2. Buruh tani 
3. Nelayan 
4. Pengusaha 
5. Buruh Industri 
6. Buruh Bangunan 
7. Pedagang 
8. Pengangkutan 


















buruh bangunan, sebanyak 20 % penduduk bekerja sebagai buruh industri, dan 
sebanyak 21 % penduduk bekerja sebagai pedagang.  
Berdasarkan data penduduk Kelurahan Kratonan menurut tingkat pendidikan, 
karakteristik penduduk Kratonan berdasarkan tingkat pendidikan yaitu sebagian besar 
penduduk atau sebanyak 35 % penduduk Kratonan termasuk tingkat pendidikan 
menengah (tamat SLTA);  tamat SLTP  sebanyak 16%, berpendidikan rendah (tamat 
SD, tidak tamat SD, dan tidak sekolah) sebanyak 30%, serta penduduk yang 
berpendidikan tinggi sebanyak 18 % dari total penduduk Kelurahan Kratonan 
menurut tingkat pendidikan.   
 
Tabel 3. 
Jumlah Penduduk Kelurahan Kratonan Menurut Tingkat Pendidikan 
(Bagi umur 8 tahun ke atas) 
 
 









Sumber : Monografi Kelurahan Kratonan Tahun  2009 
 
 
Dalam kegiatan kemasyarakatan, terdapat beberapa program pemberdayaan 
masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Kratonan, diantaranya adalah  program 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain : Blockgrant (Dana 
Pembangunan Kelurahan), Posyandu, PNPM Mandiri Perkotaan, dan Bantuan 
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Di bidang keamanan dan 
Tingkat pendidikan Jumlah 




Tidak tamat SD 












ketertiban masyarakat dilaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan 
Perpolisian Masyarakat (Polmas). Kegiatan Polmas dilaksanakan oleh Forum 
Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM).  
 
 
B. Deskripsi Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Program Perpolisian Masyarakat (Polmas) 
Program Perpolisian Masyarakat (Community Policing) atau yang dikenal 
dengan sebutan Polmas, diimplementasikan dengan mendasarkan  pada UU 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya 
pasal 2 dan 4 tentang fungsi dan tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
(Polri). Secara teknis, implementasi Polmas mengacu pada : 1). Surat Keputusan 
Kapolri No. Pol : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan 
dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan 
Tugas Polri. 2) Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/431/VII/2006 tanggal 01 
Juli 2006 tentang Pedoman Pembinaan Personel Pengemban Fungsi Perpolisian 
Masyarakat (Polmas). 3) Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/432/VII/2006 
tanggal 01 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Operasional 
Polri Dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat (Polmas). 4) Peraturan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, tentang Pedoman 
Dasar Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan 
Tugas Polri. 
Perpolisian Masyarakat merupakan sebuah filosofi, strategi operasional, 
dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara 
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masyarakat dengan Polisi dalam mencegah masalah kamtibmas. Warga dan polisi 
bekerja sama sebagai mitra sejajar untuk memecahkan masalah kejahatan, 
ketidaktertiban, dan ketakutan akan kejahatan untuk meningkatkan kualitas hidup 
warga serta untuk mengidentifikasi penyelesaian masalah sosial dalam 
masyarakat.  
Beberapa persoalan kamtibmas yang dihadapi petugas perpolisian 
masyarakat dalam bentuk pelanggaran norma agama dan adat dan pelanggaran 
hukum pidana, contohnya : ketidaktertiban,  penyalahgunaan narkotika dan obat-
obat terlarang, perjudian, premanisme, perkelahian hingga kejahatan terorganisir 
seperti terorisme.  
Arah dan kebijakan pelaksanaan strategi kebijakan polmas mempunyai 
tujuan, adapun tujuan penerapan Polmas (Prolat Polmas, 2009:15) adalah : 
Pertama,  terwujudnya kerjasama Polisi dan masyarakat lokal (komunitas) untuk 
menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan 
ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Kedua, 
menanggulangi kejahatan dan ketidak tertiban sosial. Mengandung makna bukan 
hanya mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan keluar pemecahan 
permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan 
ketertiban yang bersumber dari komunitas itu sendiri serta dalam batas-batas 
tertentu mengambil tindakan pertama jika terjadi kejahatan atau bahkan 
menyelesaikan pertikaian antar warga sehingga tidak memerlukan penanganan 
melalui proses formal dalam sistem peradilan pidana. Ketiga, menciptakan 
ketentraman umum. Mengandung makna bahwa yang dituju oleh Polmas bukan 
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hanya sekedar ketiadaan gangguan faktual terhadap keamanan dan ketertiban 
tetapi juga perasaan takut warga dalam kehidupan bersama dalam komunitas 
mereka. Keempat, kerjasama Polisi dan masyarakat. Mengandung makna bukan 
sekedar bekerja bersama dalam operasionalisasi penanggulangan kejahatan dan 
ketidaktertiban sosial tetapi juga meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup 
keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan sampai 
pengawasan/pengendalian dan analisis/evaluasi atas pelaksanaanya. Karena itu, 
sebagai suatu tujuan, kerjasama tersebut merupakan proses yang terus menerus 
tanpa akhir.  
Kerjasama Polisi dan masyarakat mengandung makna bukan sekedar 
bekerja bersama dalam operasionalisasi penanggulangan kejahatan dan 
ketidaktertiban sosial tetapi juga meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup 
keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan sampai 
pengawasan/pengendalian dan analisis/evaluasi atas pelaksanaanya. Karena itu, 
sebagai suatu tujuan, kerjasama tersebut merupakan proses yang terus menerus 
tanpa akhir.  
Untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai maka program Polmas 
mempunyai dua buah Strategi yaitu  Strategi Internal (Polri) dan Strategi 
Eksternal (masyarakat). 
Prinsip-prinsip yang dimiliki Polmas adalah komunikasi interaktif, 
kesetaraan, kemitraan, transparan, akuntabilitasi, partisipasi, personalisasi, 
desentralisasi, otonomisasi, orientasi pada pemecahan masalah, dan orientasi pada 
pelayanan  (Prolat Polri, 2009: 8). 
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Kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan Polmas seperti 
disebutkan dalam Pasal 55, 57 dan Pasal 58, Peraturan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2008, tentang Pedoman Dasar Strategi dan 
Implementasi Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 4.  
Indikator Kinerja & Keberhasilan Penerapan Polmas 
Indikator Kinerja Penerapan Polmas 
Dari aspek Petugas Dari aspek Masyarakat Dari aspek 














































cepat dan tidak 
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Sumber : Peraturan Kapolri, Nomor 7 Tahun 2008. 
Aplikasi Polmas dalam tugas Polri diterapkan dalam berbagai fungsi yang 
ada di Kepolisian (Hudit Wahyudi, 2006: 5) yaitu : 
a. Penerapan Polmas oleh Fungsi Reskrim  
1) Jaringan sesama petugas system peradilan pidana di wilayah masing-
masing.  
2) Pendekatan kepada warga yang menjadi tetangga di lingkungan korban 
kejahatan agar dapat menjadi informan dan mampu mencegah dan 
menanggulangi kejahatan di lingkungannya.  
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3) Dalam penyelidikan dibarengi dengan penerangan kepada warga agar 
msyarakat sadar hukum.  
b. Penerapan Polmas oleh Fungsi Intelkam  
1) Jaringan sesama petugas intel antar instansi terkait.  
2) Pengamanan ke dalam institusi polisi dengan mengedepankan anggota 
sebagai mata dan telinga pimpinan terhadap adanya upaya yang 
merugikan Polri.  
3) Dalam pendekatan dengan dunia politik melalui organisasi partai politik 
dapat mengajak mereka untuk mematuhi dan menjalankan aturan Undang-
Undang yang ada agar tercipta iklim politik dan pemerintahan yang 
kondusif.  
4) Mengaktifkan anggota dalam membuat laporan informasi berikut upaya-
upaya anggota tersebut dalam mengatasi masalahnya, sehingga mereka 
dapat turun langsung ke lapangan  
c. Penerapan Polmas oleh Fungsi Lalu Lintas  
1) Pendidikan dan latihan tentang tertib lalu lintas melalui PKS maupun 
kepramukaan, PSA dan lainnya.  
2) Sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas pada perkumpulan-perkumpulan 
penggemar jenis mobil dan motor tertentu.  
3) Pemasangan spanduk maupun stiker-stiker pada tempat-tempat keramaian 




4) Melalui instansi terkait melakukan koordinasi tentang Dikyasa Lalu Lintas 
untuk menumbuhkan kesadaran hukum pengguna jalan.  
5) Pembinaan ketertiban di terminal-terminal dan tempat-tempat parkir agar 
tercipta kesadaran berlalu lintas  
d. Penerapan Polmas oleh Fungsi Samapta  
1) Patroli jalan kaki disepanjang jalan yang padat pemukiman dan pasar-
pasar maupun tempat keramaian lainnya.  
2) Patroli dengan sambang untuk mengenal lebih dekat pada warga yang 
dilayani sehingga setiap anggota dapat mengenal lebih dekat warganya.  
3) Penjagaan ditempat-tempat yang membutuhkan kehadiran polisi seperti 
pasar, pemukiman, dan keramaian lainnya dengan memberikan 
penyuluhan tentang perlunya menjaga keamanan diri masing-masing.  
4) Patroli ke tempat-tempat perparkiran agar para tukang parkir selalu 
bekerjasama menjaga keamanan kendaraan bermotor yang ada dalam 
pengawasannya.  
5) Pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui kegiatan 
sambang pada saat melakukan patroli  
e. Penerapan Polmas oleh Bhabinkamtibmas  
1) Sesering mungkin menyambangi desa binaannya dan kegiatan-kegiatan 
warga agar warga dapat lebih terbuka membantu Polri.  
2) Melakukan dialog secara aktif dengan tokoh-tokoh masyarakat, agama dan 
adat untuk menggairahkan warga secara sadar berperan serta dalam 
memelihara Kamtibmas.  
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3) Mendatangi pabrik-pabrik untuk melakukan dialog dengan pemilik atau 
pengelola beserta perwakilan para pekerja untuk menanamkan pentingnya 
menjaga keamanan dan mencegah tindakan pemogokan dan anarkis yang 
dapat mengganggu Kamtibmas.  
4) Secara terprogram melakukan penyuluhan kepada para pemuda, pelajar 
dan mahasiswa di wilayahnya tentang pencegahan dan penanggulangan 
bahaya Narkoba, Minuman Keras, Pencurian dan Perkelahian serta 
pentingnya kesadaran menjadi polisi bagi diri mereka sendiri.  
5) Tindakan pembinaan yang telah ditetapkan berdasarkan juklak, juklap dan 
juknis yang ada  
f. Penerapan Polmas oleh Fungsi Humas  
1) Melalui media massa mengajak seluruh komponen untuk bersama-sama 
menciptakan dan memelihara Kamtibmas.  
2) Menjual program-program kerja Polri dan hasil-hasil kerja atau prestasi 
Polri agar masyarakat dapat lebih percaya dan membantu Polda dalam 
memberikan informasi dan tindakan positif lainnya.  
3) Secara aktif menginformasikan kepada seluruh anggota tentang gangguan 
kriminalitas yang terjadi berikut langkah-langkah apa yang harus 
dilakukan oleh setiap anggota Polri dalam membantu menanggulangi 
kriminalitas di tempat tinggalnya masing-masing.  
4) Setiap terbit majalah Polri agar dimuat anggota-anggota yang berprestasi 
dalam membuat Laporan informasi berikut peran sertanya dalam 
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mengungkap kejahatan dan membantu warga dalam mengatasi masalah 
Kamtibmas.  
g. Penerapan Polmas oleh Fungsi Personel  
1) Secara berkala mewajibkan para Perwira yang menduduki jabatan 
Kapolsek, Kasat maupun Kanit baik tingkat Mapolda maupun 
Polres/Poltabes untuk membuat laporan tentang hasil-hasil dalam 
membina para anggotanya dalam menjalankan konsep Polmas.  
2) Secara terprogram melakukan penyuluhan kepada anggota Polri dan 
jajarannya untuk mengevaluasi pelaksanaan penerapan Polmas agar dapat 
efektif dan efisien serta terkendali pelaksanaannya.  
3) Perlu mengeluarkan kebijakan pimpinan dalam memberikan penghargaan 
dan hukuman bagi anggota sehingga yang berhasil melaksanakan Polmas 
akan terus termotivasi dan yang tidak mampu dapat dibenahi.  
4) Melalui Bagian Pembinaan Jasmani melakukan kegiatan olah raga 
bersama-sama warga masyarakat baik dari komuniti pencinta bulu tangkis, 
bola volli, sepak bola dan lainnya sekaligus merangkul mereka untuk 
berperan serta membantu memelihara Kamtibmas di lingkungannya 
 
2.  Implementasi Program Perpolisian Masyarakat di Kelurahan Kratonan 
Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
Pemerintah untuk mengatasi persoalan publik. Kebijakan publik dilaksanakan 
dalam bentuk program-program oleh Pemerintah termasuk oleh Polri untuk 
mengatasi persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Salah 
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satu program yang diterapkan Polri untuk mengatasi masalah kamtibmas dan 
menciptakan ketentraman umum melalui Perpolisian Masyarakat. 
Dalam proses kebijakan publik, implementasi merupakan salah satu proses 
yang dapat dikatakan menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan. 
Implementasi merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua 
rencana dan program yang telah dirumuskan dan diperlukan, siapa yang 
melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu dimulai dan 
berakhirnya serta cara yang harus dilaksanakan. 
Implementasi program perpolisian masyarakat adalah pelaksanaan strategi 
operasional, organisasional dan fungsi-fungsi operasional Polri dengan 
pendekatan Perpolisian Masyarakat (Polmas), seusai UU No. 2 Tahun 2002 dan 
Keputusan Kapolri No. 7 Tahun 2008 yang mengatur strategi penerapan dan 
panduan pelaksanaan Polmas. Di dalam program Perpolisian Masyarakat,  polisi 
dan warga masyarakat (komuniti) secara bersama-sama menghadapi dan 
mengatasi berbagai masalah sosial yang terjadi, bermitra (bekerja sama) untuk 
mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan 
ketentraman umum. Untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tertib maka 
polisi harus dapat melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dan 
memberdayakan potensinya masing-masing dalam membantu polisi mengatasi 
permasalahan kamtibmas dan menciptakan ketentraman umum. 
Dalam proses implementasi Polmas, Merujuk pada model implementasi 
kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn, bahwa suatu implementasi akan 
efektif apabila ada kejelasan tujuan, sasaran dan standar aturan pelaksanaannya 
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sehingga birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh 
peraturan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya. 
Disamping itu juga berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, komunikasi antar 
pelaksana, sikap pelaksana dan kondisi sosial ekonomi dan politik. 
Selain faktor-faktor yang diketengahkan oleh Van Meter dan Van Horn, 
implementasi polmas memerlukan partisipasi masyarakat, baik berupa dukungan 
program baik dari sisi tidak ada penolakan masyarakat dan keikutsertaan.  
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan  menunjukkan  pengertian  
pada keikutsertaan  mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil 
dan evaluasi program  pembangunan (United nation, 1975 dalam Karsidi, 2005: 
220). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada umumnya dimulai dari 
tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, peningkatan hasil, dan 
evaluasi kegiatan. Secara lebih rinci, partisipasi dalam pembangunan berarti 
mengambil bagian atau peran dalam pembangunan, baik dalam  bentuk  
pernyataan  mengikuti kegiatan, memberi masukan berupa pemikiran, tenaga, 
waktu, keahlian, modal, dana atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati 
hasil-hasilnya (Karsidi, 2005: 221). 
Polmas merupakan program yang terkait di beberapa bidang di Polri, di 
tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) yaitu Intelkam, Reskrim, Lantas, Samapta,  
dan Bhabinkamtibmas.  
Adapun tujuan penerapan polmas menurut  bapak Edi Wibowo, Kepala 
Kepolisian Sektor (Kapolsek) Serengan sebagai berikut : 
“ Di bidang Intelkam, tujuan penerapan Polmas adalah terwujudnya 
kemitraan Polisi dengan masyarakat, sehingga jaringan informasi 
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terbentuk semakin banyak dan terdeteksi segala permasalahan di 
lingkungan masyarakat sejak awal. Indikator keberhasilan..informasi 
semakin banyak yang diperoleh. 
Di bidang Reskrim, penerapan Polmas adalah terwujudnya kemitraan 
Polisi dengan masyarakat yang bertugas sebagai kring serse akan lebih 
mengenal masyarakat dan kerawanan yang ada. Adapun indikator 
keberhasilan…sumber kerawanan kamtibmas berkurang dan dapat 
mengenal residivis  kejahatan di wilayah tersebut. 
Di bidang Lantas, bertujuan terwujudnya kemitraan Polisi dengan 
masyarakat sehingga masyarakat merasakan pelayanan yang lebih baik 
dan mengetahui aturan lalu lintas. Dengan indikator keberhasilan: tercipta 
tertib lalu-lintas dan masyarakat mudah/cepat dalam mendapatkan 
pelayanan. 
Di bidang Samapta, bertujuan terwujudnya kemitraan Polisi dengan 
masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan tenteram, sehingga 
terjalin hubungan komunikasi antara petugas Polri dan petugas Pam 
Swakarsa. Dengan indikator keberhasilan: frekuensi patroli secara rutin 
dan keberadaan Polri di setiap saat/tempat dapat dirasakan oleh 
masyarakat serta tercipta kamtibmas lebih baik. 
Sedangkan di bidang  Bhabinkamtibmas bertujuan terwujudnya kemitraan 
Polisi dengan masyarakat yang mampu mengidentifikasi akar 
permasalahan, menganalisa, menetapkan, dan mengevaluasi efektivitas 
tindakan dalam rangka menjaga kamtibmas serta peningkatan kualitas 
hidup masyarakat, dengan indikator keberhasilan.. intensitas kegiatan 
FKPM, keakraban hubungan petugas Polri dengan masyarakat, 
kebersamaan dalam menyelesaikan permasalahan, intensitas kerjasama 
dan dukungan instansi terkait”. (wawancara : 1 Januari 2010). 
Di wilayah Kecamatan Serengan, Program Polmas dilaksanakan mulai 
tahun 2008 yang mencakup beberapa bidang sesuai fungsi di kepolisian. Di 
bidang Intelkam, Polmas bertugas dengan memperbanyak jaringan informasi. Di 
bidang Reskrim, Polmas dilakukan dengan menempatkan petugas Polri di setiap 
wilayah (kring serse) untuk dekat dengan masyarakat dan menguasai wilayah. Di 
bidang Lantas, Polmas dilakukan untuk mewujudkan kemitraan Polisi dan 
masyarakat dengan melaksanakan Dikmaslantas. Di bidang Samapta, Polmas 
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dilaksanakan dengan menerapkan dan memperbanyak frekuensi patroli di 
pemukiman penduduk, berkomunikasi dengan petugas petugas ronda. Di bidang 
Bhabinkamtibmas, Polmas dilaksanakan dengan membentuk FKPM (Forum 
Komunikasi Polisi Masyarakat) yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan 
unsur pemerintahan terkait. Implementasi Polmas dimulai dengan tahap 
sosialisasi untuk selanjutnya diteruskan dengan pelaksanaan program tersebut. Di 
masyarakat (kelurahan), dibentuk FKPM untuk melaksanakan program Polmas di 
lingkup kelurahan. Tentang kegiatan dalam pelaksanaan polmas di wilayah 
Kepolisian Sektor (Polsek) Serengan, bapak Edi Wibowo, Kapolsek Serengan 
menuturkan  :  
“Di wilayah Kecamatan Serengan, Program polmas dilaksanakan mulai 
tahun 2008 yang mencakup beberapa bidang. Di bidang Intelkam, Polmas 
bertugas dengan mengembangkan/memperbanyak jaringan informasi. Di 
bidang Reskrim, Polmas dilakukan dengan menempatkan petugas Polri di 
setiap wilayah (kring serse) untuk dekat dengan masyarakat dan 
menguasai wilayah. Di bidang Lantas, Polmas dilakukan untuk 
mewujudkan kemitraan Polisi dan masyarakat dengan melaksanakan 
Dikmaslantas. Di bidang Samapta, Polmas dilaksanakan dengan 
menerapkan dan memperbanyak frekuensi patroli di pemukiman 
penduduk, berkomunikasi dengan petugas ronda. Di bidang 
Bhabinkamtibmas, Polmas dilaksanakan dengan membentuk FKPM 
dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan 
terkait. Pada tahap awal dilakukan sosialisasi untuk selanjutnya diteruskan 
dengan pelaksanaan program tersebut” (wawancara januari 2010). 
Pendapat Kapolsek ditegaskan oleh pendapat bapak Sunyono, 
Bhabinkamtibmas yang bertugas di Kelurahan Kratonan, menurut  bapak 
Sunyono : 
“Memang apa yang dikatakan oleh Pak Kapolsek tersebut benar adanya. 
Polmas mulai dimasyarakatkan atau disosialisasikan pada tahun 2008 
serentak di empat bidang.  Kita telah melakukan dikeseluruhan bidang 
mulai dari Intelkan. Reskrim, Lantas, Samapta hingga Bhabinkamtibmas. 
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Semuanya telah direalisasikan sejak digulirkannya program tentang 
Polmas tersebut, diawali dengan sosialisasi hingga pembentukan FKPM-
FKPM sebagai wadah kegiatannya. (wawancara januari 2010). 
Dalam lingkup masyarakat di tingkat Kelurahan, penerapan Polmas lebih 
banyak terkait dengan pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas. Hal ini  seperti 
dikemukakan oleh bapak Indradi, Lurah Kratonan sebagai berikut : 
Untuk program polmas, yang relevan dan banyak dilaksanakan bersamaan 
dengan masyarakat adalah fungsi Bhabinkamtibmas. Hal ini disebabkan 
karena dengan fungsi ini anggota bersama aparat dan warga masyarakat 
bersma-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah 
berbagai persoalan dan penyakit dalam masyarakat (wawancara 5 januari 
2010). 
 
Program Polmas di bidang Bhabinkamtibmas secara rutin dan langsung 
berhubungan dengan masyarakat dan memerlukan partisipasi masyarakat untuk 
mengembangkan kemitraan dalam menciptakan kamtibmas. 
Dalam rangka pelaksanaan program polmas khususnya di Kelurahan 
Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta diperlukan adanya pemahaman 
terhadap kebijakan kepolisian mengenai Perpolisian Masyarakat. Untuk itu dalam 
tahap awal telah dilakukan sosialisasi tentang keberadaan program tersebut hal ini  
bapak Edi Wibowo, Kepala Kepolisian Sektor Serengan menyampaikan : 
“Polmas adalah pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan Polisi   dan 
masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan 
Polisi dan masyarakat, sehingga bersama-sama mampu mendeteksi gejala 
yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat agar mendapat 
solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara 
kamtibmas di lingkungannya. Langkah pertama yang dilakukan adalah 
dengan memberikan sosialisasi baik yang bersifat internal dalam tubuh 





Pelaksanaan Polmas di tingkat Kelurahan juga memerlukan pemahaman 
dan dukungan  dari aparat Kelurahan dan tokoh masyarakat. Untuk memberikan 
pemahaman kepada aparat kelurahan dan masyarakat dilakukan sosialisasi salah 
satunya melalui pemberian pengarahan. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh 
bapak Indradi-Lurah Kratonan menuturkan sebagai berikut :  
“Saya juga memberikan pengarahan kepada seluruh aparat dan kelompok 
masyarakat tentang apa dan bagaimana program polmas tersebut. Polmas 
adalah suatu program pemberdayaan masyarakat dengan Polri dalam 
membantu menciptakan kamtibmas di lingkungan masyarakat”. Tujuan 
pelaksanaan Polmas adalah menciptakan kamtibmas di lingkungan 
masyarakat dengan memberdayakan masyarakat melalui forum FKPM. 
(wawancara : 5 Januari 2010).  
Fungsi Bhabinkamtibmas itu sendiri dilakukan dengan melalui berbagai 
kegiatan seperti : 1). Peningkatan  intensitas kunjungan ke Kelurahan binaannya 
dan kegiatan-kegiatan warga. 2) Melakukan dialog secara aktif dengan tokoh-
tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menggairahkan warga berperan serta 
dalam memelihara Kamtibmas; dan 3) Melakukan penyuluhan kepada para 
pemuda, pelajar dan mahasiswa di wilayahnya tentang pencegahan dan 
penanggulangan bahaya narkoba, minuman keras, pencurian dan perkelahian serta 
pentingnya kesadaran menjadi polisi bagi diri mereka sendiri.  
Beberapa bentuk kegiatan Polmas di Kelurahan Kratonan yaitu : 
sosialisasi tentang Polmas dan penyuluhan mengenai kamtibmas, kunjungan ke 
Kelurahan dan Pos Ronda, mengikuti pertemuan dan kegiatan warga, patroli 
bersama, dan memecahkan masalah kamtibmas bersama pemerintah setempat dan 
masyarakat (FKPM). Terkait penerapan Polmas yang dilakukan oleh 
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Bhabinkamtibmas di Kelurahan Kratonan, bapak Sam’an, Ketua FKPM (Forum 
Kemitraan Polisi Masyarakat)  menyatakan sebagai berikut : 
“Hal yang paling menonjol dalam pelaksanana Polmas adalah bidang 
Bhabinkamtibmas. Peran petugas sudah cukup dirasakan dengan adanya 
Polmas ini. Berbagai penyuluhan dan sosialisasi serta kunjungan ke 
Kelurahan sering dilakukan oleh petugas untuk mengantisipasi atau 
mencegah terjadinya gangguan kamtibmas (wawancara 20 januari 2010)  
Menurut pendapat dari tokoh dan anggota masyarakat Kelurahan Kratonan, 
Bhabinkamtibmas yang bertugas di Kelurahan Kratonan sering berkunjung di 
Kelurahan Kratonan dan melakukan kegiatan bersama dan pembinaan. Hal itu 
dikemukakan oleh bapak Sam’an yang menyatakan :  
 ”Anggota Bhabinkamtibmas polsek Serengan yang juga mengemban 
tugas Polmas sering sekali berkunjung ke Kelurahan bahkan sering 




         Pendapat senada dikemukakan oleh bapak Sri Sutopo, Pengurus RT 02 RW 
01 Kelurahan Kratonan, menyatakan : 
 “Yang saya ketahui anggota Polri Bhabinkamtibmas sering berkunjung ke 
Kelurahan (bahkan setiap hari), bahkan sering memberikan pembinaan 
kepada warga masyarakat apabila ada rapat-rapat RT/RW. Biasanya 
mereka memanfaatkan pertemuan ditingkat RW atau RT untuk bersama-
sama berbaur dengan masyarakat melakukan penyuluhan tentang masalah 
kamtibmas”. (wawancara : 7 April 2010).  
 
Menurut bapak Sam’an salah seorang tokoh masyarakat Kratonan, Pengurus 
RT 01 RW 06 Kelurahan Kratonan, salah satu Fungsi polmas yang dilaksanakan 
oleh Bhabinkamtibmas adalah melakukan penyuluhan dan pembinaan kamtibmas. 
Bapak Sam’an menuturkan :  
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 ”Dalam proses penerapannya anggota Bhabinkamtibmas sekaligus 
mengemban tugas sebagai Polmas. Mereka disamping memberikan 
penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat juga aktif ikut serta 
dengan masyarakat setiap ada kegiatan, misal : sambang desa, kerja bakti, 
olahraga bersama”. (wawancara : 7 April 2010) 
 
           Tindakan pembinaan oleh Bhabinkamtibmas tentang Kamtibmas yang 
sudah dilakukan, menurut bapak Sam’an  : 
 ”Mengumpulkan anggota masyarakat untuk diadakan pembinaan/ 
penyuluhan tentang Kamtibmas. Misal tentang masalah curanmor, miras, 
perjudian, bahaya kebakaran dan masalah-masalah sosial lainnya. Dan 
juga saat rapat RT, petugas Polmas menyempatkan dan minta waktu 
untuk memberikan pembinaan/penyuluhan kepada masyarakat tentang 
Kamtibmas”. (wawancara : 7 April 2010). 
 
            Pernyataan diatas dibenarkan oleh bapak Sri Sutopo, Pengurus RT 02 RW 
01 yang  menyampaikan tindakan pembinaan tentang Kamtibmas yang sudah 
dilakukan oleh Bhabinkamtibmas yaitu : 
 “Memberi penyuluhan/pembinaan tentang pekat (miras, perjudian dan 
sebagainya). Memberi penyuluhan tentang bahaya kebakaran, tentang 
keamanan lingkungan, tentang pilkada dan lain-lain”. (wawancara : 8 
April 2010). 
 
         Bapak Suparno Cipto Suharjo-Pengurus RT 01 RW 06 menambahkan 
pendapat tentang tindakan pembinaan yang dilakukan  oleh Bhabinkamtibmas:  
 “Memberi penyuluhan tentang bahayanya narkoba, miras. Memberi 
penyuluhan tentang kegunaan pos kampling dan tanggung jawab petugas 
ronda”. (wawancara : 7 April 2010).  
 
Terkait dengan kelembagaan, dari unsur kepolisian, dalam pelaksanaan 
polmas, terdapat struktur pertanggungjawaban yang berjenjang. Hal tersebut 
seperti  pernyataan  bapak Edi Wibowo, Kapolsek Serengan, sebagai berikut :  
“Bentuk pertanggungjawaban Intel, Reskrim, Lantas, Samapta, dan 
Bhabinkamtibmas, sesuai dengan pengangkatan Polmas yaitu: Polmas 
yang diangkat oleh Polsek menjadi tanggung jawab Kapolsek, Polmas 
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yang diangkat oleh Polres menjadi tanggung jawab Kapolres, Polmas yang 
diangkat oleh Polda menjadi tanggung jawab Kapolda, dan Polmas yang 
diangkat oleh Mabes menjadi tanggung jawab Deops Kapolri” 
(wawancara : 10 Januari 2010).  
Dalam hal organisasi dan tata kerja/manajemen Polmas (Intel, Reskrim, 
Lantas, Samapta, Bhabinkamtibmas),  dibentuk wadah organisasi tersendiri yang 
dapat dihimpun bersama fungsi-fungsi terkait, mulai dari Mabes sampai sekurang-
kurangnya tingkat Polres. Masing-masing fungsi mempunyai tupoksi. Tentang hal 
ini bapak Kapolsek menyatakan sebagai berikut :  
“Dalam hal organisasi, harus distrukturkan dalam suatu wadah organisasi 
tersendiri yang dapat dihimpun bersama fungsi-fungsi terkait, mulai dari 
Mabes sampai sekurang-kurangnya tingkat Polres. Tupoksi Intelkam 
difokuskan pada pelayanan SKCK yang baik dan membentuk jaringan 
informasi. Tupoksi Reskrim dengan pemberdayaan petugas kring serse. 
Tupoksi Lantas, Pemberdayaan Dikmas Lantas dan pelayanan cepat. 
Tupoksi Samapta mengintensifkan kegiatan patroli pemukiman dan 
proyek vital. Tupoksi Bhabinkamtibmas berupa pemberdayaan anggota 
Bhabinkamtibmas menjadi petugas Polmas”. (wawancara : 10 Januari 
2010). 
Terkait dengan rekruitmen petugas polmas, di tingkat Polsek dilaksanakan 
oleh Kepala Kepolisian Sektor.  Bapak Sunyono-Petugas Bhabinkamtibmas 
menyatakan :  
“Rekruitmen Polmas di tingkat anggota kepolisian dilaksanakan dengan 
cara rekruitmen pada masing-masing polsek setempat. Untuk bidang 
Intelkam dilakukan dengan memanfaatkan petugas yang ada. Reskrim 
dengan cara memanfaatkan petugas kring serse yang ada. Lantas 
dilaksanakan dengan memberdayakan Dikmas Lantas dan pelayanan 
cepat. Samapta dilaksanakan dengan mengintensifkan kegiatan patroli 
pemukiman dan proyek vital. Bhabinkamtibmas dilaksanakan dengan 
memanfaatkan petugas Bhabinkamtibmas”. (wawancara : 2 Januari 2010). 
Pelaksanaan Polmas khususnya di tingkat kelurahan, dibentuk organisasi 
yang melibatkan unsur Kepolisian dan tokoh masyarakat yang dinamakan dengan 
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Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat. Bapak Indradi-Lurah Kratonan 
menuturkan :  
“Manajemen dan organisasi pelaksana Polmas secara bersama adalah 
melalui  pembentukan struktur organisasi anggota FKPM. Pengaturan, 
pembagian Tupoksi sesuai dengan strukturnya dan bersifat menyesuaikan 
keadaan yang terjadi”.(wawancara : 5 Januari 2010). 
Susunan kepengurusan FKPM Kelurahan Kratonan sebagai berikut : 
Tabel 5.  
Susunan Kepengurusan FKPM Kelurahan Kratonan Surakarta 
 
NO NAMA PEKERJAAN AGAMA KETERANGAN 
1 HM. SAM’AN PENS. PNS ISLAM KETUA 
2 SUNYONO POLRI ISLAM WAKIL KETUA 
3 SOEMADI   S. SWASTA ISLAM SEKRETARIS 
4 HARI  ISMUNANDAR SWASTA ISLAM BENDAHARA 
5 BUDI  RAHARJO SWASTA ISLAM ANGGOTA 
6 BUDOYO  SUMARSONO, Bsc SWASTA ISLAM ANGGOTA 
7 H. WIYONO SWASTA ISLAM ANGGOTA 
8 SIS  HANDOKO SWASTA ISLAM ANGGOTA 
9 SUMARLAN SWASTA ISLAM ANGGOTA 
10 Ir. TEGUH  ISDARMANTO SWASTA ISLAM ANGGOTA 
11 MOCH. ALI   AFFANDI SWASTA ISLAM ANGGOTA 
12 SUMARSONO, SE SWASTA ISLAM ANGGOTA 
13 WAGIMAN, WS SWASTA ISLAM ANGGOTA 
Sumber : Kelurahan  Kratonan 
Dari data diatas nampak bahwa FKPM beranggotakan tokoh-tokoh 
masyarakat bersama-sama dengan anggota polisi khususnya dari 
Bhabinkamtibmas.             
            Kegiatan FKPM diantaranya : pertemuan dengan warga, Patroli bersama 
dan menyelesaikan persoalan kamtibmas yang terjadi di lingkungan. Di beberapa 
kegiatan Polmas seperti rapat, digabungkan dengan rapat RW/RT. Adapun 
bentuk kegiatan yang dilaksanakan FKPM menurut bapak Sam’an : 
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 ”Rapat-rapat diikuti oleh anggota Polmas dan pengurus FKPM dan rapat 
tersebut dibarengkan dengan rapat RT/RW, untuk pengiritan beaya. Ikut 
melaksanakan patroli, sambang desa dengan anggota Bhabinkamtibmas. 
Ikut menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan lurah dan ketua 
RT/RW dan Polmas. Misal  perjudian, perselisihan, pertengkaran”. 
(wawancara : 7 April 2010). 
 
 
Dari apa yang diuraikan diatas, maka nampak bahwa secara umum 
pelaksanaan Polmas di Kelurahan Kratonan, khususnya untuk fungsi 
Bhabinkamtibmas sudah berjalan. Hal ini seperti dikemukakan oleh Bapak 
Sam’an Ketua FKPM yang menyatakan sebagai berikut : “ pelaksanaan Polmas 
di Kelurahan Kratonan sudah berjalan baik, namun belum maksimal’.  
Hal yang sama juga dibenarkan oleh Bapak Sunyono-anggota 
Bhabinkamtibmas sebagai berikut : 
“Untuk implementasinya meskipun masih berjalan kurang maksimal akan 
tetapi dapat dikatakan cukup berhasil, mengingat kondisi kamtibmas yang 
lebih meningkat serta lebih kondusif. (wawancara april 2010). 
Disamping itu dengan Polmas maka terwujud kemitraan antara polisi dan 
masyarakat khususnya dalam menjaga Kamtibmas. Ini bisa dilihat dari partisipasi 
dan dukungan komponen masyarakat guna mendukung Polmas khususnya dalam 
pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas. Penerapan Polmas dirasakan membawa 
manfaat berupa terbentuknya komunikasi, hubungan dan kerjasama (kemitraan) 
antara Polisi, aparat Kelurahan dan masyarakat, pengendalian sosial, dan 
penyelesaian bersama permasalahan kamtibmas yang muncul. Hal ini seperti 
dikemukakan oleh Bapak Sam’an ketua FKPM yang menyampaikan sebagai 
berikut :  
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“Beberapa manfaat yang dirasakan dari Polmas adalah terwujudnya 
hubungan kemitraan Polisi dengan masyarakat, terwujud komunikasi yang 
intensif antara warga masyarakat dengan Polri, terwujud pengendalian 
sosial, eliminasi akar masalah dan pemecahan masalah sosial”(Wawancara 
: 3 Januari 2010). 
 
3. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Implementasi Perpolisian 
Masyarakat 
 
Sesuai dengan model yang digunakan dalam landasan teori maka penelitian 
ini juga berusaha mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai faktor yang 
dapat menjadi pendukung maupun penghambat kinerja implementasi program 
Polmas. Faktor-faktor  pendukung dalam implementasi mencakup : kejelasan 
tujuan, sasaran, standar dan kegiatan;  dukungan Sumberdaya walaupun terbatas; 
Komunikasi antar organisasi dan kegiatan; Karakteristik dari Lembaga/ badan 
pelaksana; Sikap Pelaksana; Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi dan partisipasi 
masyarakat. Sedangkan faktor-faktor penghambat implementasi program Polmas 
yaitu : ketidakpahaman terhadap standard aturan yang ada dan keterbatasan 
sumber daya (anggaran, sarana dan prasarana). 
 
a. Faktor-Faktor Pendukung 
1) Kejelasan Tujuan, Standar, Sasaran dan Kegiatan 
Seperti telah dijelaskan dibagian awal, terkait tujuan dan sasaran 
dalam penerapan Polmas, sudah diatur secara jelas dalam Surat Keputusan 
Kapolri No. Pol : Skep/432/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang 
Panduan Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Operasional Polri Dengan 
Pendekatan Perpolisian Masyarakat dan Peraturan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, tentang Pedoman Dasar 
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Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan 
Tugas Polri. 
Di bidang Intelkam, tujuan penerapan Polmas adalah terwujudnya 
kemitraan Polisi dengan masyarakat, sehingga jaringan 
informasi/informen terbentuk semakin banyak dan terdeteksi segala 
permasalahan di lingkungan masyarakat sejak awal. Di bidang Reskrim, 
penerapan Polmas adalah terwujudnya kemitraan Polisi dengan 
masyarakat yang bertugas sebagai kring serse akan lebih mengenal 
masyarakat dan kerawanan yang ada. Di bidang Lantas, bertujuan 
terwujudnya kemitraan Polisi dengan masyarakat sehingga masyarakat 
merasakan pelayanan yang lebih baik dan mengetahui aturan lalu lintas. 
Dengan indikator keberhasilan: tercipta tertib lalu-lintas dan masyarakat 
mudah/cepat dalam mendapatkan pelayanan. Di bidang Samapta, 
bertujuan terwujudnya kemitraan Polisi dengan masyarakat sehingga 
masyarakat merasa aman dan tenteram, sehingga terjalin hubungan 
komunikasi antara petugas Polri dan petugas Pam Swakarsa. Di bidang 
Bhabinkamtibmas bertujuan terwujudnya kemitraan Polisi dengan 
masyarakat yang mampu mengidentifikasi akar permasalahan, 
menganalisa, menetapkan, dan mengevaluasi efektivitas tindakan dalam 
rangka menjaga kamtibmas serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.  
Dalam pelaksanaan polmas di wilayah Kepolisian Sektor (Polsek) 
Serengan, termasuk di Kelurahan Kratonan, jika dikaitkan antara lingkup 
kegiatan  pelaksanaan polmas dengan pedoman pelaksanaannya, sebagai 
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berikut : 1). Di bidang Intelkam, Polmas bertugas dengan memperbanyak 
jaringan informasi. 2) Di bidang Reskrim, Polmas dilakukan dengan 
menempatkan petugas Polri di setiap wilayah (kring serse) untuk dekat 
dengan masyarakat dan menguasai wilayah. 3) Di bidang Lantas, Polmas 
dilakukan untuk mewujudkan kemitraan Polisi dan masyarakat dengan 
melaksanakan Dikmaslantas. 4) Di bidang Samapta, Polmas dilaksanakan 
dengan menerapkan dan memperbanyak frekuensi patroli di pemukiman 
penduduk, berkomunikasi dengan petugas pamswakarsa dan petugas 
ronda. 5) Di bidang Bhabinkamtibmas, Polmas dilaksanakan dengan 
membentuk FKPM dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan unsur 
pemerintahan terkait. 
 
2) Sumber Daya 
Untuk mendukung pelaksanaan polmas, kebutuhan yang utama 
anggaran dan sarana. Bapak Sunyono-Petugas Bhabinkamtibmas Polsek 
Serengan yang bertugas di Kelurahan Kratonan menyatakan : “Kebutuhan 
Polmas sebagian besar terletak pada kebutuhan anggaran dan sarana”. 
Hal itu dibenarkan oleh Bapak Edy Wibowo, Kapolsek Serangan 
sebagai berikut : 
“Memang persoalan utama dalam pelaksanaan program polmas 
ada pada dana dan sarana yang ada. Untuk hal itu pihak Polsek 
Serengan telah berusaha  mewujudkannya dengan baik, dengan 
mengelola dana yang ada secara efisien serta menempatkan 
personil serta peralatan sesuai dengan yang dibutuhkan dan aturan 
yang ada (wawancara Januari 2010)”. 
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Anggaran operasional Bhabinkamtibmas setiap bulan sebesar : Rp 
15.000,- x 12 kegiatan, atau sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh 
ribu). Anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (APBN) (DIPA) melalui institusi Kepolisian. Hal tersebut seperti 
dituturkan oleh Bapak Sunyono : 
“Anggaran operasional Bhabinkamtibmas setiap bulan sebesar Rp 
15.000,- x 12 kegiatan, atau sebesar Rp 180.000 yang berasal dari 
DIPA. 
Adapun sumber daya  yang dibutuhkan Polmas khususnya untuk 
pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas melalui FKPM dalam melaksanakan 
tugas, menurut Bapak Indradi- Lurah Kratonan :  
“Sumber daya yang dibutuhkan adalah anggaran, alat komunikasi, 
dan ATK. Sumber daya terpenuhi sejauh anggaran dapat dari DPK 
(Dana Pembangunan Kelurahan) sangat kecil setiap tahun. Alat 
komunikasi HT bergabung dengan Linmas. ATK belum 
ada”.(wawancara : 5 Januari 2010). 
Untuk sumber dana, maka dukungan dana dialokasikan  dalam  
bentuk Dana Pembangunan Kelurahan (DPK/ blockgrant). Bapak Indradi 
menyampaikan: “Untuk persoalan dana faktor pendukung diantaranya 
dari pemerintah yaitu dengan memberikan anggaran DPK”. 
Selain dukungan melalui alokasi DPK, dukungan yang lain dalam 
bentuk ruangan dan fasilitas sekretariat. Bapak Sam’an menambahkan :  
”Dana pembangunan Kelurahan (DPK) yang besarnya tiap tahun 
Rp 960.000, (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) walaupun 
relatif kecil namun bisa mendukung operasional FKPM dan 
program Polmas. Petugas Polmas dilengkapi sepeda motor, HT, 
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HP, jaket/rompi, walaupun semuanya sudah tidak baik namun 
masih digunakan. Ruangan kerja Polmas, ATK dan sarana-sarana 
lainnya masih bergabung dengan kantor Kelurahan (Linmas). 
”.(wawancara : 7 April 2010). 
 
Dari beberapa pernyataan di atas, nampak bahwa dari sisi sumber 
daya persoalan yang dirasakan lebih berkaitan dengan ketersediaan dana 
dan sarana yang ada. Sementara untuk sumber daya manusia, meskipun 
jumlahnya terbatas namun bisa direalisasikan dengan baik. 
 
3) Karakteristik Badan Pelaksana 
Dalam hal organisasi, Manajemen/organisasi Polmas (Intel, 
Reskrim, Lantas, Samapta, Bhabinkamtibmas) dibuat struktur dalam suatu 
wadah organisasi tersendiri yang dapat dihimpun bersama fungsi-fungsi 
terkait, mulai dari Mabes sampai sekurang-kurangnya tingkat Polres. 
Masing-masing fungsi mempunyai tupoksi.  
Meski secara struktural sudah terbentuk, akan tetapi kurangnya 
pemahaman anggota atas program telah menyebabkan implementasinya 
menjadi kurang maksimal, khususnya di bidang selain fungsi 
Bhabinkamtibmas. Tidak ada pola menajemen yang jelas yang 
menunjukkan adanya kemitraan antara masyarakat di bidang selain 
Bhabinkamtibmas.  
Tentang organisasi pelaksanaan Polmas di lingkup Kelurahan 
khusunya dalam pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas, telah dilakukan 
melalui pembentukan struktur organisasi anggota FKPM . Di Kelurahan 
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Kratonan telah terbentuk Susunan Pengurus FKPM Kelurahan Kratonan 




Keberhasilan implementasi suatu program akan tergantung 
bagaimana komunikasi dibangun diantara para pelaksananya. Dalam 
pelaksanaan polmas, Koordinasi dan komunikasi dilaksanakan secara 
baik. Bapak Sunyono menuturkan :  
“Hingga saat ini akses pelaksana ke organisasi pelaksana Polmas 
(intel, reskrim, lantas, samapta, Bhabinkamtibmas) semua berjalan 
lancar dan selalu terjalin komunikasi yang baik”. (wawancara : 2 
Januari 2010). 
Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara rutin dan terus 
menerus dapat menutup berbagai kekurangan yang dirasakan dalam 
pelaksanaan program. Komunikasi dengan masyarakat dilakukan melalui 
kegiatan sosialisasi pelaksanaan Polmas kepada masyarakat. Tentang hal 
ini, menurut Bapak Budi- Pengurus LPMK Kratonan yaitu :  
Mensosialisasikan dan membentuk FKPM sudah dilaksanakan oleh 
jajaran kepolisian Poltabes Surakarta berdasarkan Surat Keputusan 
Kapolri No. Pol: SKEP/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 
tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian 
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. (wawancara : 6 
Januari 2009). 
Keberhasilan komunikasi dalam bentuk sosialisasi ini terlihat dari 
pemahaman beberapa tokoh masyarakat tentang Polmas khususnya dalam 
pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas. Tokoh Masyarakat di Kelurahan 
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Kratonan cukup memahami tentang Perpolisian Masyarakat (Polmas). 
Bapak H. Sam’an Ketua RT dan Ketua Forum Kemitraan Perpolisian 
Masyarakat (FKPM) Kelurahan Kratonan cukup memahami keberadaan 
Polmas. Bapak Sam’an menuturkan :  
“Yang saya ketahui tentang Polmas adalah Program unggulan 
Polri, yang mana dalam penerapannya melibatkan anggota Polri 
(Bhabinkamtibmas) dan masyarakat lokal untuk bersama-sama 
mencari solusi mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di 
wilayah Kelurahan Kratonan”.(wawancara : 7 April 2010). 
  
 
5) Sikap dan Komitmen Pelaksana 
Pada tataran pelaksanaan, komitmen dan kemampuan pelaksana 
Polmas sebatas menjalankan tugas. Kondisi ini seperti yang disampaikan 
Bapak Sunyono : “Komitmen Polmas hingga saat ini baru sebatas 
menjalankan tugas karena belum adanya dukungan penuh dari unsur 
pimpinan”.   
Hal ini berarti bahwa anggota polisi dalam melaksanakan lebih 
berkomitmen pada melaksanakan perintah pimpinan jika dibandingkan 
dengan komitmennya pada ketercapaian tujuan program. Meskipun 
demikian dimata warga masyarakat hal itu sudah mendapat penilaian yang 
cukup baik. Dalam hal ini  Bapak Indradi menuturkan :    
“Komitmen dan  Kemampuan petugas sudah  cukup baik meski 
hanya sekedar menjalankan perintah pimpinan karena dalam 




Terkait sikap pelaksana terhadap masyarakat, hal itu tergantung 
pada kesadaran sosial masing-masing anggota. Bapak Indradi 
menyampaikan :  
“Petugas mempergunakan potensi yang ada namun  sebatas bagi 
warga yang mempunyai kesadaran jiwa kemasyarakatan yang 
tinggi”.  
Dengan kata lain, komitmen anggota polisi yang cukup baik telah 
membawa dampak pada kemampuannya melaksanaan tugas yang 
dibebankan kepadanya, sehingga berbagai persoalan-persoalan yang ada 
dalam masyarakat cukup bisa teratasi dan dicegah dengan maksimal. 
 
6) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik 
Tentang dukungan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi di 
Kelurahan Kratonan terhadap Polmas, Bapak Indradi menuturkan  :  
Di Kelurahan Kratonan, kondisi sosial masyarakat dinilai  kondusif 
dan yang rawan pekat hanya  di wilayah RW VI. Kondisi ekonomi 
menengah dan yang menengah ke bawah di wilayah RW I dan 
sebagian RW VI. Kondisi politik berbeda-beda partai, namun tidak 
rawan konflik.”(wawancara : 5 Januari 2010). 
Bagaimana Kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi dalam 
pelaksanaan Polmas, Bapak Indradi lebih lanjut  menuturkan :  
“Kondisi  sosial masyarakat cukup  mendukung karena banyak 
warga yang berpartisipasi. Secara ekonomi sangat terbatas karena 
baru ada dana hanya untuk pertemuan rutin. Secara teknologi 
kurang, belum mempunyai dukungan peralatan”.(wawancara : 5 
Januari 2010).  
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Terkait kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam pelaksanaan 
Polmas, Bapak Sam’an  menuturkan  sebagai berikut :  
”...Masyarakat wilayah Kelurahan Kratonan ada beberapa tingkat 
kondisi sosialnya : ada sebagian warga yang kurang 
mampu/miskin, cukup, dan kaya, namun kondisi sosial tersebut 
masyarakat Kelurahan Kratonan tetap rukun, gotong royong, 
tolong-menolong.Misal : ada kerja bakti, si miskin siap dengan 
tenaga fisiknya, se kaya karena kesibukannya membantu 
dana/materi, karena tidak bisa ikut kerja bakti. 
... Masyarakat wilayah Kelurahan Kratonan sebagian besar kondisi 
ekonomi termasuk ekonomi menengah kebawah, artinya masih 
banyak masyarakat kondisi ekonomi pas-pasan. Dan sebagian kecil 
masyarakat wilayah Kelurahan Kratonan kondisi ekonomi 
termasuk ekonomi menengah ke atas. Artinya sebagian masyarakat 
wilayah Kratonan kondisi ekonominya lebih dari cukup atau kaya. 
Dan masyarakat wilayah Kelurahan Kratonan ada yang pengusaha, 
PNS, TNI, Polri, Pensiunan, Swasta, Pengangguran dan pekerja 
musiman. 
...Wilayah Kelurahan Kratonan, masyarakatnya simpatisan/ 
pendukung beberapa partai politik, namun dalam kehidupan 
bermasyarakat/ kehidupan sehari-hari tidak ada masalah yang 
disebabkan karena bendera partai atau beda partai. 
 
Memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang 
diutarakan Bapak Sam’an tersebut, kondisi sosial yang cukup mendukung  
terhadap implementasi Polmas yaitu kerukunan, gotong royong, dan 
totong menolong.  
 
7) Partisipasi Masyarakat 
Pelaksanaan polmas sangat dipengaruhi dukungan publik dan 
partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaan polmas memerlukan partisipasi 
masyarakat, baik berupa dukungan program baik dari sisi tidak ada 
penolakan masyarakat dan keikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, 
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pemanfaatan hasil dan evaluasi program  pembangunan.  Secara lebih 
rinci, partisipasi dalam pembangunan berarti mengambil bagian atau peran 
dalam pembangunan, baik dalam  bentuk  pernyataan  mengikuti kegiatan, 
memberi masukan berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dana 
atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasilnya. 
Dalam pelaksanaan polmas di Kelurahan Kratonan, dukungan 
publik sangat mendukung yang ditandai dengan respon positif dan 
partisipasi masyarakat dengan mengalokasinya anggaran DPK (Dana 
Pembangunan Kelurahan, untuk program Polmas dialokasikan Rp 
960.000,- untuk kegiatan 1 tahun). Selain itu  bentuk partisipasi yang lain : 
informasi terhadap persoalan kamtibmas yang muncul, mengikuti kegiatan 
penyuluhan dan pembinaan terkait kamtibmas, dan memecahkan masalah 
bersama (bermitra).  
Tentang partisipasi masyarakat Kelurahan Kratonan terhadap 
implementasi Polmas,  Bapak Sunyono memberikan penilaian sebagai 
berikut : “Mengenai dukungan publik terhadap Polmas, pada dasarnya 
mendapat dukungan yang baik”. 
Bapak Suparno, tokoh masyarakat Kelurahan Kratonan 
mengutarakan dukungan Publik (masyarakat/Kelurahan) terhadap 
pelaksanaan Polmas :  
”Secara umum publik (masyarakat/Kelurahan) Kratonan dan salah 
satu bentuk dukungan tersebut adalah apabila ada masalah-masalah 
yang terjadi, misal : perjudian, miras dan lain-lain masyarakat 
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segera melapor ke FKPM, dan selanjutya FKPM 
menginformasikan kepada Bhabinkamtibmas/Polmas dan dalam 
penyelesaiannyapun masyarakat/ FKPM, Polmas, RT/RW dan 
Lurah”. (wawancara : 7 April 2010). 
 
   
          Masyarakat secara umum memberikan respon dan partisipasi dalam 
kegiatan Polmas atau kemitraan, Bapak Suparno menuturkan :  
”Masyarakat memberi repon positif serta berpartisipasi aktif. 
Dalam pengertian masyarakat sealu merespon program-program 
Polmas dengan selalu mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh 
Bhabinkamtibmas, dan selalu hadir dalam rapat-rapat RT/RW yang 
juga ada pembinaan tentang Kamtibmas oleh Polmas dan sering 
diadakan pembinaan tentang Kamtibmas, masyarakat semakin 
sadar untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum 
(sadar hukum). Namun demikian masih ada juga sebagian 
masyarakat yang tidak merespon dan berpartisipasi dalam kegiatan 
Polmas karena kesibukannya dan belum memahami tentang 
program Polmas”.(wawancara : 7 April 2010). 
 
Dengan demikian  secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi 
sosial ekonomi dan politik Kelurahan Kratonan cukup mendukung 
pelaksanaan program polmas di wilayah tersebut. Selain itu sudah 
berkembang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan polmas. 
 
b. Faktor-Faktor Penghambat 
1) Rendahnya Pemahaman tentang Tujuan, Standar, dan Kegiatan 
Polmas 
 
Dari segi kejelasan tujuan dan kegiatan, maka optimalisasi 
program polmas di Kratonan masih kurang optimal. Dalam kenyataan, 
pelaksanaanya hanya difokuskan pada fungsi Bhabinkamtibamas semata, 
sementara fungsi yang lain belum dirasakan oleh masyarakat. Kondisi 
yang demikian ini lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan 
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tujuan dan sasaran program tersebut. Hal itu seperti dinyatakan oleh salah 
seorang anggota Polsek Serengan sendiri sebagai berikut : 
“Sebenarnya tentang program polmas itu sendiri secara kongkrit 
banyak anggota yang belum memahami, sehingga pelaksanaannya 
di lapangan menjadi tidak bisa optimal. Standar aturan pelaksanaan 
masih belum jelas dipahami oleh anggota. Hanya fungsi 
Bhabinkamtibmas saja yang sudah sejak lama dilakukan yang bisa 
berjalan cukup efektif (wawancara : maret 2010) 
  Terkait tentang hal ini adalah  pemahaman petugas Pelaksana 
terhadap penerapan Polmas secara umum yang sebagian besar anggota 
Polri belum memahami implementasi polmas. Bapak Sunyono 
menyatakan : “ Sebagaian besar anggota Polri belum paham tentang 
penerapan Polmas” (wawancara januari 2010).  
Disamping itu pada tataran pelaksanaan, komitmen dan 
kemampuan pelaksana Polmas masih dirasa sangat kurang. Mereka 
sebatas menjalankan tugas. Kondisi ini seperti yang disampaikan Bapak 
Sunyono : 
“Komitmen Polmas hingga saat ini baru sebatas menjalankan tugas 
karena adanya berbagai keterbatasan dan kurangnya dukungan 
penuh dari unsur pimpinan”. (wawancara januari 2010). 
Sementara dari perspektif masyarakat, ketidakjelasan standar 
pelaksanaan menyebabkan pemahaman akan program cenderung  masih 
bersifat umum. Dalam kaitannya dengan strategi yang dilaksanakan dalam 
proses pelaksanaan polmas, pihak masyarakat hanya pasif menunggu 
karena memang dirasa belum ada kejelasan. Hal ini seperti dikemukakan 
oleh  Bapak Indradi selaku Lurah Kratonan sebagai berikut  :  
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“Melalui polmas sebenarnya telah  diujudkan dengan  
pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtibmas, sadar 
hukum dan mampu menyelesaikan permasalahan di 
lingkungannya. Namun secara riilnya macam apa pihak Kelurahan 
hanya menunggu apa yang dimaui oleh Kepolisan (wawancara 
februari 2010)”.  
Bapak Indradi menambahkan pendapatnya :  
“ pelaksanaan polmas masih dirasa tidak sesuai sepenuhnya oleh 
masyarakat karena kurang bisa menyesuaikan situasi ataupun 
potensi masyarakat yang ada”.  
Dengan demikian untuk pelaksanaan Polmas di tingkat Kelurahan, 
khusunya di Kratonan dibutuhkan perbaikan peraturan dan mekanisme 
pelaksanaan, dukungan dari pimpinan polri, dukungan dari pemerintah dan 
masyarakat. Tentang hal ini Ketua FKPM Bapak Sam’an menyampaikan :  
“Perbaikan peraturan, mekanisme yang dibutuhkan yang meliputi 
adanya pedoman, juklak, dukungan dari atasan pimpinan Polri, 
dukungan dari instansi terkait (Kelurahan, kecamatan, dan 
pemkot), dan partisipasi warga masyarakat”.(Wawancara : 3 
Januari 2010).  
          Tetapi tidak semua warga masyarakat mengetahui secara detail 
Polmas. Bapak Suparno Cipto Suharjo, tokoh masyarakat Kelurahan 
Kratonan yang juga menjadi anggota Linmas menuturkan : 
“Saya tidak tahu persis tentang Polmas, namun saya sedikit tahu 
Bhabinkamtibmas yaitu petugas Polri yang melaksanakan tugas 




Berdasarkan pendapat tokoh masyarakat masyarakat di atas, meski 
komunikasi di anatara anggota telah dilakukan secara rutin akan tetapi 
dalam perspektif masyarakat tampaknya masih terdapat kelemahan dalam 
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komunikasi program khususnya dalam hal sosialisasi kepada masyarakat 
yang dibuktikan belum pahamnya warga terhadap polmas.  
2) Keterbatasan Sumber Daya (anggaran, sarana dan prasarana) 
Pelaksanaan polmas sangat dipengaruhi dukungan publik dan 
sumber daya yang ada. Dalam pelaksanaan polmas di Kelurahan 
Kratonan, Bapak Indradi menyampaikan :   
“Menurut pengamatan saya, untuk dukungan publik sangat 
mendukung yang ditandai dengan respon dan partisipasinya 
dengan mengalokasinya anggaran DPK, hanya persoalan dana dan 
fasilitas yang menjadi penghambat”. (wawancara : 5 Januari 2010). 
Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Polmas, menurut Bapak 
Indradi: “…Faktor penghambat diantaranya tidak ada sarana dan 
prasarana yang cukup”.  
Pendapat ini dipertegas oleh Bapak Sam’an, selaku ketua FKPM, 
faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan polmas yaitu :   
“Faktor penghambat antara lain.. anggaran sangat terbatas, masih 
banyaknya anggota Polri yang belum paham tentang Polmas, 
belum adanya Mou dengan instansi terkait…Walikota, DPRD, dan 
LSM. ”. (Wawancara : 3 Januari 2010).  
Mekanisme kemitraan dalam proses manajemen program belum 
terlaksana dengan baik karena terkendala anggaran. Menurut Bapak Budi - 
Ketua LPMK, Bapak Budi menyampaikan :  
“Mekanisme kemitraan dalam proses manajemen (perencanaan, 
pengawasan, pengendalian, analisis, dan evaluasi) belum 
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terlaksana dengan baik karena pada umumnya terkendala oleh 
anggaran”.(wawancara : 6 Januari 2009). 
 
 
4. Tercapainya Tujuan dan Manfaat Program Perpolisian Masyarakat 
1) Kemitraan  
Di bidang Bhabinkamtibmas ini, kemitraan polisi dan masyarakat yang 
terbentuk baru sekedar antara petugas Bhabinkamtibmas, Kelurahan dan warga 
masyarakat. Menurut Budi - Ketua LPMK, Hasil nyata dari penerapan Polmas di 
Kelurahan Kratonan sebagai berikut :  
Hasil nyata pelaksanaan Polmas di Kelurahan Kratonan adalah 
mewujudkan kemitraan Polisi dengan masyarakat. Namun hal itu  belum 
sepenuhnya terwujud sebab baru petugas Bhabinkamtibmas yang 
dirasakan oleh masyarakat. Namun demikian juga dirasakan adanya  
hubungan kemitraan penanggulangan permasalahan kamtibmas oleh 
petugas Polmas yang  sudah berjalan cukup  baik, diantaramnya  dengan 
pembuatan SKB (Surat Kesepakatan Bersama). Mewujudkan kamtibmas 
dengan adanya peran Polmas sudah berjalan karena masalah yang dapat 
diselesaikan dengan SKB dapat dipenuhi oleh masing-masing pihak, 
sehingga membantu terciptanya kerukunan dalam bermasyarakat”. 
(wawancara : 6 Januari 2009). 
Adapun beberapa bentuk penanggulangan permasalahan kamtibmas 
melalui pembuatan Surat Kesepakatan Bersama untuk membantu menciptakan 
kerukunan atas konflik yang terjadi di Kelurahan Kratonan dapat dilihat pada 
tabel berikut . 
Tabel 6. 




Kronologi Kejadian Isi Kesepakatan 
6 Mei 2008 Pada tanggal 21 April 2008 
sekitar pukul 03.00 Bapak Eko 
Santosa telah kehilangan Bunga  
 Pada tanggal 6 Mei 2008 
dipertemukan di Kelurahan 
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Jemani, dan pada saat Bapak Eko 
Santosa ketemu dengan temannya 
yang bersama Masturi didapat 
komentar “paling yang ambil 
tetangga”. Pernyataan tersebut 
membuat tetangganya yang 
bernama Bapak Buyung Mostofa 
yang kebetulan juga hobi Nurseri 
merasa tertuduh, apalagi tetangga 
juga ikut menuduh. Bapak 
Buyung Mustofa menghendaki 
diklarifikasi dan dipertemukan di 
Kantor Kelurahan. 
Kratonan yang dihadiri pihak-
pihak yang konflik, Lurah 
Kratonan, Polmas, dan 
Bhabinkamtibmas. Masing-
masing pihak sepakat bahwa 
semua permasalahan hanyalah 
karena kesalahpahaman dan 
bersedia tidak dipermasalahkan 
lagi. 
 Surat Keterangan Bersama 
ditandatangani : Kedua belah 
pihak yang konflik, Lurah 
Kratonan, dan Petugas Polmas. 
1 Oktober 
2009 
Perjudian Ceki yang diadakan 
oleh warga Rt 02 RW I :  Suyono, 
Nemlik, Sarwini, dan Suprapti, 
dan berlangsung selama sekitar 
10 hari di rumah Harni Abdullah, 
di mana pemilik rumah diberi 
dana sebesar Rp 20.000. Barang 
bukti : Kartu Cina dan uang 
sejumlah Rp 69.000. 
 Kejadian judi Ceki tersebut 
meresahkan warga dan dilaporkan 
ke anggota Bhabinkamtibmas 
Kelurahan Kratonan. Akhirnya 
diadakan musyawarah dan dibuat 
kesepakatan dengan anggota 
Polmas dan Ketua RT setempat 
untuk tidak mengulangi tindakan 
judi. 
 Surat Keterangan Bersama 
ditandatangani : Suyono, Nemlik, 
Sarwini, dan Suprapti, Harni 
Abdullah,  dan Petugas Polmas. 
 Sumber : Dokumantasi FKPM 
 
2) Ketentraman Masyarakat 
 
Tentang  tujuan dan manfaat Polmas bagi masyarakat Kratonan, 
menurut Bapak Indradi, Lurah Kratonan : 
“Sudah terwujud hubungan antara Polri dengan masyarakat yang 
mampu membantu menyelesaikan permasalahan warga dengan baik. 
Manfaatnya permasalahan kamtibmas dapat berkurang”. ”(wawancara 
: 5 Januari 2010). 
Lebih lanjut  menurut Bapak Indradi : 
“Manfaat Polmas diantaranya adalah terjadi komunikasi antara Polri, 
aparat Kelurahan, dan masyarakat; mampu menciptakan situasi 
kamtibmas yang aman, tenteram, dan kondusif; permasalahan 




          Terkait manfaat Polmas tercermin dari kondisi kamtibmas dan 
kemampuan FKPM dalam menyelesaiakan masalah yang ada. Bapak Suparno 
Cipto Suharjo menuturkan :  
 
 ”Kondisi Kamtibmas kondusif dalam pengertian gangguan 
Kamtibmas secara umum dapat dikatakan aman dan tertib, walaupun 
masih juga ditemukan kejadian/masalah-masalah sosial yang terjadi 
dan dilakukan oleh masyarakat. Misal : Perjudian, mabuk-mabukan, 
pertengkaran maupun pencurian. Namun kejadian tersebut relatif kecil 
dan dapat diselesaikan ditingkat Kelurahan oleh Polmas, FKPM, lurah 
serta RT/RW, sehingga kejadian tersebut tidak sampai mengganggu 
kegiatan/aktivitas masyarakat sehari-hari”. (wawancara : 7 April 
2010).  
 
      Kondisi kamtibmas di Kelurahan Kratonan sudah cukup kondusif. 
Tentang kondisi kamtibmas, Bapak Sam’an menambahkan :            
 Secara umum kondisi Kamtibmas di Kelurahan Kratonan aman, tertib 
dan kondusif. Artinya memang ada pelanggaran-pelanggaran 
hukum/sosial yang dilakukan oleh masyarakat namun sangat jauh 
berkurang, misal minum-minuman keras, perjudian, pencurian,  dan 
dapat diselesaikan di tingkat RT/RW atau tingkat Kelurahan, oleh 
FKPM, anggota Polmas/Bhabinkamtibmas, ketua RT/RW dan tokoh-
tokoh masyarakat lain, sehingga secara umum tidak mengganggu 
situasi Kamtibmas dan masyarakat bisa melaksanakan kegiatan sehari-




Perpolisian Masyarakat (Polmas) merupakan sebuah filosofi, strategi 
operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara 
masyarakat dengan Polisi dalam membangun keamanan dan ketertiban masyarakat. Arah 
dan kebijakan pelaksanaan strategi kebijakan polmas secara umum bertujuan 
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terwujudnya kerjasama Polisi dan Masyarakat lokal (komunitas) untuk menanggulangi 
kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum 
dalam kehidupan masyarakat setempat. Dalam hal menanggulangi kejahatan dan ketidak 
tertiban sosial, mengandung makna mencegah timbulnya dan mencari jalan keluar 
pemecahan permasalahan gangguan keamanan, kejahatan dan ketidaktertiban sosial yang 
bersumber dari komunitas itu sendiri, serta dalam batas-batas tertentu mengambil 
tindakan pertama jika terjadi gangguan keamanan, kejahatan  dan ketidaktertiban sosial 
seperti menyelesaikan pertikaian antar warga.  
Analisa implementasi program Perpolisian Masyarakat di Kelurahan Kratonan, 
mengacu pada model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, bahwa suatu 
implementasi akan efektif apabila ada kejelasan standar aturan pelaksanaannya sehingga 
birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan sesuai 
dengan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya. Disamping itu juga berkaitan 
dengan ketersediaan sumber daya, komunikasi antar pelaksana, sikap pelaksana dan 
kondisi sosial ekonomi dan politik. Variabel lain yang menjadi faktor pendukung 
implementasi Polmas adalah partisipasi masyarakat. Faktor-faktor pendukung dan 
penghambat, serta manfaat dari implementasi Polmas dijelaskan secara singkat dalam 








Lingkup Polisi Lingkup Masyarakat 
(Kelurahan) 
A. Kejelasan Tujuan 
dan Sasaran 
 Bhabinkamtibmas bertujuan 
terwujudnya kemitraan Polisi 




dengan masyarakat yang 




tindakan dalam rangka 
menjaga kamtibmas serta 
peningkatan kualitas hidup 
masyarakat,  
 Di bidang Bhabinkamtibmas, 
meningkatkan kemampuan 
masyarakat bersama Polisi 
untuk mengidentifikasi akar 
permasalahan yang terjadi, 
melakukan analisis dan 
memecahkan masalahnya.  
 
masyarakat dengan Polri 
dalam membantu 
menciptakan kamtibmas di 
lingkungan masyarakat.  
 Tujuan, sasaran, 
pelaksanaan Polmas adalah 
menciptakan kamtibmas di 
lingkungan masyarakat 
dengan memberdayakan 
masyarakat melalui forum 
FKPM.  
 Indikator keberhasilan: 
intensitas kegiatan FKPM, 
keakraban hubungan 
















 Penerapan Polmas oleh 
Bhabinkamtibmas :  
o melakukan 




dilakukan setiap ada 
pertemuan baik 
formal maupun non 
formal (pertemuan 




kunjungan Polri ke 




o Melakukan program 
penyuluhan sudah 
ada, namun tidak 
rutin karena terbentur 
anggaran.  
 Pembinaan kamtibmas yang 
dilakukan yaitu di forum 
pertemuan warga. Bentuk 
kegiatan FKPM adalah 
 Pembentukan FKPM untuk 
melaksanakan perpolisian 
masyarakat 
 Melakukan dialog bersama 
dengan tokoh yang 
dilakukan setiap ada 
pertemuan baik formal 
maupun non formal 
(pertemuan RT/RW, setiap 
ada kegiatan, dan lain-lain),  
 Melakukan program 
penyuluhan sudah ada, 
namun tidak rutin karena 
terbentur anggaran.  
 Pembinaan kamtibmas yang 
dilakukan yaitu di forum 
pertemuan warga. Bentuk 
kegiatan FKPM adalah 
pertemuan rutin dan 
pertemuan non formal 
(kumpul-kumpul).  




pertemuan rutin dan 








 Bentuk pertanggungjawaban 
Intel, Reskrim, Lantas, 
Samapta, dan 
Bhabinkamtibmas, sesuai 
dengan pengangkatan Polmas 
yaitu: Polmas yang diangkat 
oleh Polsek menjadi tanggung 
jawab Kapolsek, Polmas yang 
diangkat oleh Polres menjadi 
tanggung jawab Kapolres, 
Polmas yang diangkat oleh 
Polda menjadi tanggung 
jawab Kapolda, dan Polmas 
yang diangkat oleh Mabes 
menjadi tanggung jawab 
Deops Kapolri  
 Tupoksi Bhabinkamtibmas 
berupa pemberdayaan 
anggota Bhabinkamtibmas 
menjadi petugas Polmas.  
 
 Organisasi Polmas tingkat 
Kelurahan : FKPM. 
 Pengaturan/pembagian 
Tupoksi sesuai dengan 





sumber daya : 
Keuangan, 
Prasarana, dsb 
 Kebutuhan Polmas sebagian 
besar terletak pada kebutuhan 
anggaran dan sarana. 
 
 Sumber daya yang 
dibutuhkan : anggaran, alat 
komunikasi, dan ATK.  
 Keterbatasan sumber daya 
untuk kegiatan sebagai 
contohnya anggaran.  
 Anggaran dari DPK (Dana 
Pembangunan Kelurahan).  
 
D. Komitmen dan 
Kemampuan 
Pelaksana 
 Komitmen Polmas saat ini 
baru sebatas menjalankan 
tugas karena belum adanya 
dukungan penuh dari unsur 
pimpinan.   
 
 Kemampuan sudah baik 
menjalankan karena sudah 
mampu menyelesaikan 
permasalahan warga. 
 Mempergunakan potensi 
yang ada dan sebatas bagi 
warga yang mempunyai 
kesadaran jiwa 
kemasyarakatan yang tinggi 
 
E. Komunikasi.  Sebagaian besar anggota Polri 
belum paham tentang 
implementasi Polmas. 
 Akses pelaksana ke 
 Mensosialisasikan dan 
membentuk FKPM  
 Sebagian anggota 
mayarakat belum paham 




organisasi pelaksana Polmas 
(intel, reskrim, lantas, 
samapta, Bhabinkamtibmas) 
semua berjalan lancar dan 
selalu terjalin komunikasi 
yang baik”.  
tentang Polmas. 
F. Kondisi sosial, 
politik, ekonomi  
Kondisi ekonomi : keterbatasan 
anggaran.  
 Kondisi sosial di Kelurahan 
Kratonan mendukung, 
karena faktor solidaritas, 
gotong royong dan 
kerukunan. 
 
G. Partisipasi    Terbentuknya FKPM 
 Dukungan Kelurahan dan 
warga terhadap polmas. 
 Kesadaran terhadap 
masalah kemasyarakatan. 
 Dukungan melalui DPK. 
 Bantuan dari Kelurahan : 





 Bentuk kegiatan Polmas saat 
ini sebagai intel, reskrim, 
lantas, samapta, dan 
Bhabinkamtibmas. Sebagai 
Intel, Polmas bertugas 
sebagai informan. Sebagai 
Reskrim, Polmas bertugas 
sebagai kring serse. Sebagai 
Lantas, Polmas bertugas 
sebagai Dikmas Lantas. 
Sebagai Samapta, Polmas 
bertugas sebagai patroli 
lingkungan. Sebagai 
Bhabinkamtibmas, Polmas 
bertugas sebagai FKPM. 
 Faktor-faktor yang 
mendukung : kesadaran 
sosial, semangat gotong 
royong, masyarakat dan 
instansi terkait menerima 
dengan baik dan partisipasi 
dalam kegiatan polmas:   
 Terbentuknya FKPM 
 Warga memberikan 
dukungan terhadap 
polmas. 
 Kesadaran terhadap 
masalah 
kemasyarakatan. 
 Dukungan melalui DPK 
(blockgrant). 
 Bantuan dari Kelurahan 





  Respon positif 
 Partisipasi untuk kemitraan 
dalam penerapan polmas : 
 Terbentuknya FKPM 
 Dukungan melalui DPK  
 Bantuan dari Kelurahan 
: ATK, HT, Ruang, dan 











 Pemahaman yang kurang dari 
aparat Polri dalam 
menerapkan Polmas. 
 Keterbatasan anggaran. 
 Tidak ada sarana dan 
prasarana yang cukup. 
 Keterbatasan anggaran 
 Sosialisasi yang kurang 
K. Manfaat Polmas 
(Bentuk 
Kemitraan) 
 Manfaat :  “Terwujud 
hubungan kemitraan Polisi 
dengan masyarakat, terwujud 
komunikasi yang intensif 
antara warga masyarakat 
dengan Polri, terwujud 
pengendalian sosial, eliminasi 
akar masalah dan pemecahan 
masalah sosial.  
 Memberikan penyuluhan dan 
pembinaan tentang 
kamtibmas 
 Kegiatan bersama termasuk 
Patroli. 
 
 Partisipasi untuk kemitraan 
dalam penerapan polmas : 
 Terbentuknya FKPM 
 Dukungan melalui DPK  
 Bantuan dari Kelurahan 
: ATK, HT, Ruang, dan 
Meja Kursi 




oleh petugas Polmas sudah 
berjalan baik dengan 
pembuatan SKB (Surat 
Kesepakatan Bersama).  
 Mewujudkan kamtibmas 
dengan adanya peran 
Polmas sudah berjalan 
karena masalah yang dapat 
diselesaikan dengan SKB 




dalam bermasyarakat.  
 
L. Manfaat Polmas 
(Kamtibmas) 
   Terjadi komunikasi antara 
Polri, aparat Kelurahan, dan 
masyarakat; mampu 
menciptakan situasi 
kamtibmas yang aman, 





Dari tabel diatas, jika kita mengacu pada konsep Van Meter dan Van Horn 
maka dapat dikatakan bahwa implementasi program Polmas di Kelurahan Kratonan 
       bersambung 
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sudah berjalan seperti yang tertuang dalam aturan pelaksanaan. Proses implementasi 
diawali  melalui kegiatan sosialisasi baik pada anggota mamupun warga masyarakat. 
Namun demikian dari beberapa faktor yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn 
belum semuanya mampu diimplementasikan dengan baik di wilayah Kelurahan 
Kratonan. Dengan demikian masih terdapat beberapa faktor yang justru dinilai bukan 
sebagai faktor pendorong namun justru faktor yang menghambat, diantaranya adalah 
ketidakjelasan standar aturan, keterbatasan dana dan sarana serta kurangnya komitmen 
pelaksana pada program yang ada.  Namun demikian, secara keseluruhan Polmas telah 
mampu menunjukkan adanya kemitraan antara polisi dengan masyarakat. Ini ditunjukkan 
dengan tingkat partisipasi dan dukungan warga masyarakat, sehingga berbagai hal yang 
berhubungan dengan upaya peningkatan kamtibmas bisa terealisasikan dengan baik. Ini 
berarti bahwa diluar variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn ada hal 
lain yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Polmas. 
Diantara fungsi-fungsi yang tercakup dalam program Polmas maka fungsi 
Bhabinkamtibmas yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fungsi ini 
berhasil dilaksanakan dengan baik karena fungsi ini sebenarnya secara riil sudah 








Penelitian  ini berupaya mengungkapkan dan mendeskripsikan bagaimana 
implementasi Perpolisian Masyarakat di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, 
Kota Surakarta  dan faktor-faktor yang menjadi pendorong dan  penghambat 
implementasi Perpolisian Masyarakat di Kelurahan Kratonan. Berdasarkan 
pembahasan di Bab IV secara umum dapat disimpulkan bahwa, Implementasi 
program perpolisian masyarakat di Kalurahan Kratonan sudah berjalan khususnya 
pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas. Diantara fungsi-fungsi yang ada dalam 
program, maka fungsi Bhabinkamtibamas yang paling dominan dilaksanakan dan 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari beberapa variable yang dapat 
mempengaruhi pelaksanaan program Polmas jika mengacu pada konsep Van Meter 
dan Van Horn maka variabel-variabel dimaksud ada yang berfungsi sebagai faktor 
pendukung dan juga faktor penghambat. Diantara faktor pendukung adalah komitmen 
pelaksanaan, komunikasi, sikap pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. 
Sementara ketidakjelasan standard aturan yang ada, serta keterbatasan sumber daya 
menjadi faktor yang menghambat proses implementasi.  
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu : Pertama, 
Gambaran implementasi Perpolisian masyarakat : Penerapan polmas terkait dengan 
pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas, meliputi : 1) Kunjungan rutin 
Bhabinkamtibmas ke lokasi Kelurahan. 2) Patroli bersama. 3) Melakukan dialog 
dengan tokoh dilakukan setiap ada pertemuan baik formal maupun non formal 
(pertemuan RT/RW, setiap ada kegiatan, dan lain-lain). 4) Melakukan kegiatan 
bersama : kerjabhakti dan olah raga bersama. dan 5) Melakukan program penyuluhan 
sudah ada, namun tidak rutin karena terbentur anggaran. Pembinaan kamtibmas yang 
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dilakukan yaitu di forum pertemuan  warga. Bentuk kegiatan FKPM adalah 
pertemuan rutin dan pertemuan non formal (kumpul-kumpul). Misal tentang masalah 
curanmor, miras, perjudian, bahaya kebakaran dan masalah-masalah sosial lainnya.  
Kedua, Faktor-faktor pendukung penerapan Polmas di Kelurahan Kratonan yaitu : 
1) Kesadaran sosial dan masalah kemasyarakatan, serta semangat gotong royong. 2) 
Masyarakat dan perangkat kelurahan menerima dengan baik. 3) Adanya partisipasi 
dalam kegiatan polmas :  Terbentuknya FKPM, Warga memberikan dukungan 
terhadap polmas, Dukungan melalui DPK (blockgrant) untuk pendanaan kegiatan 
polmas dan Bantuan dari kelurahan : ATK, HT, Ruang, dan Meja Kursi.  
Ketiga; Faktor-faktor penghambat penerapan Polmas di Kelurahan Kratonan, 
yaitu  : 1) Pemahaman yang kurang dari aparat Polri dalam menerapkan Polmas. 2) 
Kemitraan yang terbentuk baru dalam pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas. 3) 
Keterbatasan anggaran baik di lingkup Kepolisian dan Masyarakat. 4) Tidak ada 
sarana dan prasarana yang cukup. 5) Sosialisasi yang kurang di masyarakat. 
Keempat, Bentuk-bentuk kemitraan dalam penerapan polmas, yaitu : 1) 
Terwujudnya kerjasama antara  petugas Bhabinkamtibmas dengan masyarakat. 2) 
Partisipasi untuk kemitraan dalam penerapan polmas :  Terbentuknya FKPM, 
Dukungan melalui DPK, penyuluhan dari Bhabinkamtibmas, Bantuan dari kelurahan 
: ATK, HT, Ruang, dan Meja Kursi. 3) Penanggulangan permasalahan kamtibmas 
oleh petugas Polmas sudah berjalan baik dengan pembuatan SKB (Surat Kesepakatan 
Bersama).  Mewujudkan kamtibmas dengan adanya peran Polmas sudah berjalan 
karena masalah yang dapat diselesaikan dengan SKB dapat dipenuhi oleh masing-
masing pihak, sehingga membantu terciptanya kerukunan dalam bermasyarakat.  
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Kelima, Manfaat  Polmas :  terjadi komunikasi dan kemitraan antara Polri, 
aparat kelurahan, dan masyarakat; mampu menciptakan situasi kamtibmas yang 
aman, tenteram, dan kondusif; permasalahan warga/lingkungan dapat diselesaikan. 
 
B. Implikasi  
 
1. Implikasi Teoritis 
Implementasi kebijakan dapat dikaji dengan menggunakan dua pendekatan 
yaitu pendekatan model  top down dan pendekatan model  bottom up. Model top 
down dapat menggunakan model yang diketengahkan oleh Van Metter dan Van Horn 
yang memfokuskan pada kinerja implementasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor 
seperti : Ukuran-ukuran dasar/standar, tujuan dan kegiatan;  sumber daya; komunikasi 
antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; karakteristik dari lembaga/ badan 
pelaksana; sikap pelaksana; dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Model Bottom 
up dapat menggunakan kajian-kajian melalui teori partisipasi.  
 
2. Implikasi Praktis 
Kemitraan dapat terwujud melalui kejelasan pada tujuan bersama dari 
kemitraan, pemahaman atas tujuan dan sasaran kemitraan, komitmen dan dukungan 
sumber daya, di masing-masing organisasi yang melakukan kemitraan. 
 
C. Saran 
Untuk  meningkatkan kinerja dalam implementasi polmas yaitu :  
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1. Membangun keinginan dan komitmen di instansi Kepolisian, Pemerintah Kota 
Surakarta dan kelembagaan masyarakat terkait program Perpolisian Masyarakat 
khususnya yang dilaksanakan di tingkat Kelurahan atau Kecamatan. Komitmen 
diwujudkan dengan sharing sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi 
Polmas seperti dukungan anggaran. 
2. Meningkatkan sosialisasi dan dialog antara Kepolisian, Pemerintah Daerah 
(Kelurahan), FKPM dan kelembagaan masyarakat serta warga masyarakat tentang 
program Polmas dan persoalan kamtibmas. 
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama dalam rangka membangun kondisi 
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